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Nomor: 175 /UPT.RSKD-IA.5F/01/1/2023

TENTARG

PEDOMAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA
UPT RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH IBU DAN ANAK SBITI FATIMAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UPT RSKD 1BU DAN ANAK SITI FATIMAH MAKASSAR

Menimbang a.

b.

Mengingat : L.

+J

bahwa manusia merupakan sumber daya organisasi vang harus
dilakukan pengelolaan dengan baik untuk dapat melaksanakan
kegiatan pelayanan dan tujusn organisasi di UPT Rumah Sakit Khusus
Daerah Ibu dan Anek Siti Fatimah;

bahwa untuk tetap melaksanaksan pengelolaan Sumber Daya Manusia
Kesehatan diperlukan Pedoman Pengelolaan Sumber Dava Manusia;
bahwa berhubung dengan huruf a dan b tersebut diatas perlu diatur

dengan surat Keputusan Direktur,

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakar
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072,
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipll Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494,

. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Keschatan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607},

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021
Tentang Ponyelenggaraan Bidang Perumasakitan:

Peraturan Menten Keschatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Dayve Manusia
Kesehatan,

Prraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016
tentang Kesclamatan dan Keschatan herja Rumah Sakat;



Menctapkan

KESATU

KERUA

KETIGA

8. Peroturan Mentern Pendoyagunazan Aparatur MNegara dan  Reformasi

Birpkrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang
Nomenklatur .Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negen Sipll o
Lingkungan Instansd: Pemerintah

. Pernturan Menten Pendavagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor | Tahun 2020 tentang Pedoman
Analisis Jabatan dan Analisis Beban:

10, Peraturan Menten Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020

tentang Akreditagi Rumah Sakit;

| 1. Peraturan Gubermur Sulawesi Selatan No.113 tahun 2018 tentang

Orgnnisasi Tats Kergas Unit Pelaksena Tehnis Rumah Sakit Khusus
Daerah |bu dan Anak Siti Fatimah pada Dinas Kesehatan Provins
Sulawesi Selatan.

MEMUTUSKAN
PEDOMAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA RSKD IBU DAN
ANAK SITI FATIMAH
Mencabut Surnt Keputusan Direlktur Nomar
59/UPT.RSKDIA.SF/01/1/2022 dan  memberlakukan  Pedoman
Pengelolaan Sumber Daya Manusia RSKD Ibu dan anak Siti Fatimah;

Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia sebagal dasar dan acuan
dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dari Penvusunan dan
Penetapan Kebutuhan, Rekruitmen /Pengadaan Pegawai, Pangkat dan
Jabatan, Pengembangan Karier, Pola Kaner, Promosi, Mutasi, Penilaia
Kinerja, Penggajlan dan Tunjangan, Penghargaan, Disipling,
Pemberhentian, Jaminan Pensmun , Perlindunpgan di UPT Rumah Saladt
Khusus Daerah Tbu dan Anak Siti Fatimah

Surat Keputusan inl berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian han terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinys.

MTETAPEAN M MAKASSAR
PADA TANGGAL : 19 JANUARI 2023
DIREKTUR UPT RSKD |BU DAN ANAK SIT] FATIMAH




Lampiran : Keputusan Direktur

RSKDIA Siti Fatimah
Nomaor » 1TS/UPT.RSKDIA.SF/01/l/ 2023
Tanggal :19 Januari 2023

PEDOMAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

BAE |
PENDAHULUAN
I.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang efesien dan efektif menjadi tuntutan
di era globalisasi yang sarat dengan persaingan dan keterbatasan disegala
hidang Kenyataan tersehit menunhit profesionalisme sumber dava manusia
aparatur dalam pelaksanaan tugas-tugas dan fungsinya yang pada saat ini belum
sepenuhnya terwujud.

Salah satu penyebab utamanya karena terjadi ketidaksesuaian antara
kompelensi pegawal dengan jabatan yang didudukinya  Ketidaksesuaian itu
disebabkan oleh komposisi keahlian atau keterampilan pegawai yang belum
proporsional, Demikian pula pendistribusian pegawai masih belum mengacu
pada kabutuhan nyata arganisasi dan belum didararkan pula pada beban keria
organisasi. Menumpuknya pegawai di satu unit tanpa pekerjaan yang jelas dan
kurangnya pegawail di unit lainmerupakan kenyataan daripermasalahan tersebut

Sumber Daya Manusia atau yang sering disebut dengan Personalia adalah
suatu bagian dari rumah sakit yang memberikan pelayanan pemenuhan sumber
daya manusia khususnya Profesional Pemben Asuhan (PPA) yang sesuail dengan
standar profesi dan mempunyal kompetensi yang dapat dipertanggung jawabkan
Seleksi Profesional Pemberl Asuhan (PPA) tersebut hans danat memenuhi

permintaan atau kebutuhan darn setiap Satuan Kerja yang ada di rumah sakit.

Untuk dapat menunjang pencapaian dalam hal pelayanan maka proses
Manajemean Sumber Dava Manusia (Sumber Dava Manusia) diperukan ssbuah
pedoman kerja sehingga didapatkan hasil yang bailk dan bermutu. Pelayanan
yang bermutu di rumah sakil akan membantu setap staf untuk dapat berkarya
sesual dengan profesi, pendidikan serta kemampuan yang dimiliki, membantu
proses pelayanan pada pasien di rumah sakit sehingga pasien yang datang
perobat ke rumah sakilt merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan, yang
berarti pula customer tersebut nantinya akan menjadi sebagai sarana dalam

mempramaosikan rumah sakit

-—_—nn—
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Tujuan dan Sasaran
A, Tujuan Umum
Tindakan vyang diambil unfuk membantu memastikan efesiensi
organisasi meliputt membernkan pelatihan, mempekerjakan jumiah pegawal
yang tepat untuk tugas tertentu atau mempertahankan tingkat retensi pegawal
yang tinggi.
8, Tujuan Khusus
- Membantu organisasi mencapal tujuannya dengan menyediakan dan
mempartahankan karvawanyana produkdtif
- Sebagal pedoman pemanfaatan keterampilan dan kemampuan setiap pegawal
secara efesien
- Memastikan pegawai memiliki atau menerima pelatihan yang tepat
- Membangun certa mamaelihara penaalaman pegawsi yang positif denaan
tingkat kepuasan dan kualitas hidup yang tinggi, sehingga pegawai dapat
memberikan konstribusi yang terbaik dalam pekerjaannya
- Mengkomunikasikan secara efekBif kebijakan, prosedur, aturan dan
peraturan-peraturan yang berlaku dan relevan kepada pegawal

PEDOMAN PENGELOLAAN SDM Papa 2



BAB Il
GAMRBRARAN UMUM UPT RSKD IRU DAN ANAK SITI FATIMAH

i.1. PROFIL

Nama Rumah Sakit : UPT RSKD 1BU DAN ANAK SITI FATIMAH
Izin Operasinnal - Namar - 40, P TSP

Tipe Rumah Sakit . Kelas B

Dasar Penetapan Kelas . Keputusan Menteri Kesehatan R

nomor - 775/Menkes/SKNIIZ008
Status Kepemilikan: Pemerintah . Provinsi Sulawesi Selatan

Luas Lahan : 2,381 M2
Akreditasi - Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit Nomor:
KARS- SERT/TRTAVIZNID
Nama Direktur : dr. Kusnni A.Pasinringl MMR
Alamat cJLGunung Merapi No.75 Kel Lajangiru Kec,

Ujung Pandang Makassar SulawesiSelatan
Email : rskdsitifatimah sulsel@gmail com

1.2. SEJARAH RUMAH SAKIT

Awal mulanya bemama Rumah Rersalin Melania vang diprakarsal aleh
organisas| wanifa katolik bernama " Since Melania Werk * yang bergerak untuk usaha
sosial antara lain pendidikan dan kesehatan sehingga lahirlah Melania School pada
tanggal 11 Agustus 1931

Fimpinan pada waktu itu dr.Med.| Karser Van Stermber kebangsaan Hongary,
kegiatan yang dilaksanakan adalah Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap di sebuah
rumah di Lajangiru beratap rumbiah dan berdinding bamboc dilengkapi dengan 12
buah hale-hale dan dibar nama Rumah Barsalin Melania

Pada tahun 1866 operasional diambil alih oleh Pemenntah Daerah TH.|

Sulawesi Selatan dengan nama Rumah Bersalin Siti Fatimah Pendidikan Bidan
Ujung Pandang. Pada tahun 1983 berubah menjadi Rumah Sakit Bersalin Siti
Fatimah Pada tahun 2002 berubah menjadi Rumah Sakit lbu dan Anak Siti Fatimah
disingkat RSIA |bu dan Anak Siti Fatimah.Dan pada tanggal 6 Juli 2011 berubah
menjadi Rumah Sakit Khusus Daerah lbu dan Anak Siti Fatimah

RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah adalah Rumah Sakit milk Pemeriniah
Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, Pada tanggal 4 Februar 2002 berubah dari
Rumah Sakit Bersalin Siti Fatimah menjadi RumahSakit |bu dan Anak Siti Fatimah,
sesual Surat Keputusan Gubemur Sulawesi Selatan No, 12. tahun 2002,
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Pada tanggal 01 Februan 2005 terakreditasi 5 pelayanan sesual dengan
Depkas Rl Nomor - HK 0006 3 5 322 Tangagal 27 Marat 2008 RSIA Siti Fatimah
telah terakreditasi 12 Pelayanan sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan R
Nomor @ SK.YM.01 1071197 2/2008. Tanggal 19 Agustus 2008 telah menjadi Tipe B
Khusussesuai Surat Nomor 775/Menkes/SK/\VIII2008. Tanggal 6 Juli 2011 berubah
menjadli Rumah Sakit Khusus Daerah |bu dan Anak Siti Fatmah sesual dengan
PERDA Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2011.Pada Tanggal 26 Januari
2012 terakreditasi 16 Pelayanan dengan status Lulus Tingkat Lengkap pada tanggal
30 Juni terakraditasi 16 Palayanan dangan status Lulug Tingkat Litama

Luas tanah 2 381 M2 dengan luas bangunan 1.808 m2 di J.Gunung Merapi
No. 75 Kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar.

1.3, VISI DAN MISI UPT. RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH

1. \isi RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Prov, Sulawesl Selatan adalah menjadi
rumah sakit ibuy dan anak denaan pelayanan prima dan parpurma tarbalk di
Sulawesi Selatan pada tahun 2028.
2 Misi RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Prov. Sulawesi Selatan adalah
a  Meningkatkan SOM yang professional dan berkompeten meialul
pendidikan  dan  pelatihan  (DIKLAT) tugas  belaiar fraining  dan
sebagainya serta mampu memberkan palayanan prima secara paripurna
sesual standar akreditasi dan SOP yang berlaku di rumahsakit,

b. Meningkatkan sisten manajemen dan tata kelola rumah sakit yang
akuntabel, disiplin dan professional;

¢ Meningkatkanketersediaan sarana dan prasarana untuk menunjang
pelayanan prima dan paripurna,;

d  HBerinovasi untuk malaksanakan efisensl dan efekiivitas palayanan

3. Motio

" Kepuasan Pasien adalah Kebahagiaan Kami *

D s
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4. STRUKTUR ORGANISASI UPT. RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH
(PERGUEB NOMOR 113 TAHUN 2018)

1 DIREKTUR
] dr. Hj. KUSRINI A. MEIHHHGI:. MMR
S St SO Y B s O S GOy S S W Sy
; I :
= : | _ _
SMF
SUB BAGIAN TATA
USAHA
Ellamur, KM, DESS
SEKSI SEKSI SEKSI SARANA &
PELAYANAN 8 KEFPERAWATAN | PRASARANA
me i ST, HADLLAN B, 53R, b Hes | | SUNIRMAN, S Kmp, M. Ke
B, SITTI RAHMAM, 5 ed

Keterangan

: Graris Komando
emmmmme=-t Gars Koordinas

I.5. TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS
A. DIREKTUR
(1) Direktur melaksanakan tugas dalam jabatan fungsional dokter atau dokter
gigl sesual dengan ketentuan peraturan peundang-undangan yang berlaku,
serta melaksanakan urusan di bidang penyelengaraan upaya penyembuhan
dan pemulihan kesehatan Ibu dan Anak yang dilaksanakan secara serasi,
terpadu dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan dan
pancaaahan, serta  melaksanakan  upaya ruukan  dan fasilitas)
penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penelitian berdasarkan asas
desentralisasi, dekonsentrasi dan lugas pembantuan
(2} Direktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (!)
mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan tehnis di bidang pelayanan dan penunjang medik,
keperawatan, pendidikan dan pelatihan, peneliban serta sarana dan
Orasarana

b. Penyelenggaraan urusan pelayanan dan penunjang medik, keperawatan,
pendidikan, pelatihan, penalitian serta sarana dan prasarana

e —————————————————————————————————————————
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c. Pembinaan dan penyelenggaraan di bidang pelayanan dan penunjang
madik, keperawatan pendidikan pelatihan, panslitian sarla sarana dan
prasarana,

d. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan gubermur sesuai dengan tugas
dan fungsinya

{3) Uraian tugas meliput .

a. Menyusun rencana kegiatan UPT sebagal pedoman dalam
pelaksanaan tugas

b, RMendisiiibusikan dan memberl pelunjuk pelaksaragen lugas wgas
kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancer
¢. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan

hqgin'mn hawahan untk l‘l‘lﬂﬂl"lﬂﬂhi_lhl-li tnas-tugas  yana telah dan
belum dilaksanakan.

d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf, dan atau menandatangan n:
naskah dinas

e.  Mengikuti rapat-rapat sesual dengan bidang tugasnya

f.  Merumuskan kebijakan leknis operasional kegiatan UPT

g. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkall dalam rangka
penyelenggaraan pelayanan administrasi, medik, keperawatan,
pendidikan, pelatihan dan penelitian serta sarana dan prasarana

g

Menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan terhadap
masyarakat khususnva dibidang promaotif  preventf  kuratid  dan

rehabilitatif di bidang kesehatan

i, Menyelenggarakan urusan pelayanan adminisirasi, medik keperawatan,
pendidikan, pelatihan dan penelitian serta sarana dan prasarana UFT

i. Melaksanakan menyelenggarakan koordinas: dengan instansi terkait
dalam rangka pembinaan kepada masyarakat berkaitan dengan
pengelolaan dan pelayanan UPT

k. Menyelenggarakan upaya rujukan disekior kesehatan serta pelayanan
kesehatan penunjang lainnya

I. Menyelenggarakan kebijakan program, keuangan, umum, periengkapan
dan kepegawaian dalam lingkungan LUPT

m. Menyelenggarakan pembinaan komite-komite, SMF-SMF 9 (Satuan
medis Fungsional), SPl1 (Satuan Pengawas Internal) dan jabatan
fungsional lainnya
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n. Pembinaan terhadap penanggungjawab insialasi-instalasi dan ruangan
hanasal

B. KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

(1} Hepala Sub Boagion Taotn Usaha mempunyal  tugas
mengoordinasikan, menyiapkan dan memfasilitasl pelayanan teknis
operasional dan administratif untuk  mendukung  kegiatan
pelaksanaan ketatausahaan, kepegawaian, umum serta penyiapan
bahan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran seria
penyusunan laporan kinerja

12) Uraian tugas,meliputi:

a. Mengikuti rapat-rapat sesual bidang tugasnva

b. Menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis bidan
kelatausahaan, kepegawaian, serla program dan anggaran UFT

c. Mengoordinasikan dan melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan,
kepegawaian pegelolaan urusan program dan anggaran seria
penyusunan laporan kinerja UPT

d. Mengatur penatausahaan naskah dinas masuk yang keluar dan
harhubungan dengan kegiatan LUPT

e. Menata dan melakukan pengarsipan naskah dinas

f. Mempersiapkan pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera dan
keprotokolan

g. Menyiapkan bahan dan mengelolah administrasi surat perintah tugas dan
perjalanan dinas serta mendokumentasikan laporan pelaksanaan
penntah perjalanan dinas

h Mananardinasikan menviankan hahan dan menyusun hoaspital by law

i, Kelancaran melakukan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi
penyusunan laporan akuntabilitas kinena

j. Mengoordinasikan dan melaksanakan pegaolahan dan penyajian data dan
infarmasi

k. Melakukan dan mengoordinasikan pelayanan ketatausahaan

I. Melakukan dan mengoodinasikan pelayanan administrasi umum dan
kepeaawalan

m. Pelayanan adminstrasi kepegawaian

rn. Melakukan dan mengoodinasikan pelayanan administrasi keuangan

o, Mengoordinasikan, melaksanakan dan menyusun laporan  dan
adminitrasi pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan [asa

e —
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dilingkungan UPT

p- Mangaardinasikan dan melaksanakan pemhbinaan arganigasl dan tata
laksana UPT

q. Melakukan dan mengoordinasikan kegiatan kehumasan

r. Mengoordinasikan dan melakukan pengelolaan keamanan

5. Mengoordinasikan dan melakukan pemeliharaan kebersihan

. Memfasilitasi administrasi pengelolaan pendidikan pelatihan dan
penelitian di lingkungan UPT

v Manyiusun laparan hasil pelakranaan tugas Sub Ragla Tata Usaha dan
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan Kebijakan

v. Melakukan tugas kedinasan lain yang dipenntahkan oleh atasan sesuai
bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

w, Menyusun rencana kegiatan Bagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas,

W mendisiribusikan dan memben  patunjik  pelaksanaan  tugas  kapada
bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar,

y. memantau,mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan Kegiatan
bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telahsedangdan akan
dilaksanakan

C. SEKSI PELAYANAN DAN PENUNJANG MEDIK
{1} Happla Sekel Pelaysnen dan Penunjang Medik mempunyst tugas melakubkan
Pengelolaan Kegiatan Perencanaan, pelaksanaan, pengembangan Moenitoring
dan Evaluasi di Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik
(2} Uraian tugas meliputi
a. Menyusun rencana kegiaian Seksi Pelayanan dan penunjang Medik
sebagal pedoman dalam pelaksanaan tugas
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar
c. meamantau, Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan
bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan
d. Membuat konsep , mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani
naskah dinas
e. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidan tugasnya
f. Mengoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan penyusunan
rencana Kebutuhan dalam rangka pelaksanaan pefayanan dan penunjang
medik;
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g Menyiapkan bahan-bahan kerja dengan cara mengumpulkan semua
ketentuan, peraturan-peraturan dan kelentuan yang berkaltan dengan
pelayanan dan penunjang medik

h, Menyusun konsep sistem presodur operasional pelayanan dan penunjang
medik pada instalasi rawat jalan, intalasi rawal inap, instalasi rawat darural,
intalasi rawat Intensif, instalasl bedah senfral, instalasl farmasi, instalas
laboratorium patologi klinik, instalasi laboratorium patologi anatomi, instalasi
radiologl

I Mengoordinasikan pelaksanaan program perencanaan dan pengembangan
pelavanan dan penuniang medic dengan unit terkait agar di peroleh
sinkronisasi dalam pelaksanaan program

i. Menyusun standar pelayanan dan penunjang medik

k. Melakukan pengeiclaan pelayanan dan penunjang medik;

I Mengeardinasikan dan melakukan evaluasl pelaksanaan pelayvanan dan
penunjang medik

m. Menyusun rencana kebutuhan peralatan medik dan penunjang medik
n. Melakukan koordinasi dan instalasi-instalasi yang terkait dengan bidang
pelavanan dan penunjang medik

o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintabkan oleh atasan sesual
dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas:

p. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi pelayanan dan panunjang
medik dan memberikan saran pertfimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

D. SEKS|I KEPERAWATAN
(1) Kepala Seksi Keperawatan mempunyal tugas melakukan bimbingan

pelaksanaan asuhan keperawatan, etka dan mulu keperawatan serta
kegiatan penviluhan kesshatan

(2} Uraian tugas meliputi :

a. Menyususn rencana kegiatan seksi keperawatan sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas.

b. Mendistnbusikan tugas-tugas tertentu dan memben petunjuk petaksanaan
tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar,

c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan
kegiatan hawahan untuk menagetahui lugas-teaas vana telah dan balum
dilaksanakan

d.Membuat konsep, mengoreksi, memaral dan ataumenandatangani naskah
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dinas.

& Mangikuti rapat-rapat sesual denaan bidana tugas

f. Merumuskan kebijakan tehnis bidang pelayanan keperawatan

g- Mengoordinasikan program perencanaan dan pengembangan pelayanan
keperawatan dalam rangka sinkronisasi.

h. Melakukan pengelolaan pelayanan keperawatan

|. Melakukan administrasi pengelolaan pelayanan keperawatan

j. Melakukan penyusunan standar-standar pelayanan medik sebagai
padoman pelaksanaan dan pangawasan pelayanan kepagawaian

k. Memfasilitasi pengusulan peserta pendidikan da pelatihan bidang
keperawatan.

l. Melakukan koordinas: dengan instansi terkait serta pihak lainnya dalam
rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan keperawatan,

m. Menyusun instrumen serta melaksanakan menitoring dan evaluasi
pelaksanaan pelayanan keperawatan.

n Mangkanrdinasikan dan mengevalias kegiatan pelayanan keparawatan

o. Menyususn rencana kebutuhan asuhan keperawatan, etika profesi,
peningkatan mutu keperawatan dan penyuluhan kesehatan,

p.Melakukan asuhan keperawatan sesua dengan standar keperawatan
berdasar ebtka profesi, keperawalan yang bermutu, bimbingan serta
pelatihan keperawatan

g.Menyusun laporan hasil pelaksanaa tugas seksi keperawatan dan
mmambankan saran parhmhangan  kepada atasan  sehagal  bahan
peErumusan.

r. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesual
bidang tugasya untuk mendukung kelacaran pelaksanaan tugas.

E. SEKS|I SARANA DAN PRASARANA

{1). Mengoordinasikan Semua Kebutuhan Dalam Rangka Menunjang Pelayanan
Unit Pelaksana Teknis

{2). Uralan tugas meliputi;

a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana sebagal pedoman
dalam pelakzanaan tugas
b. Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memben petunjuk pelaksanaan tugas
kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar
c. memantau, Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan lugas dan kegiatan
bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan
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d. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang fugasnya

e Mambuat kanrap = mengareksel meamaraf  dan/atau menandatanaanl naskah
dinas

f. Mengoordinasikan kegiatan pelayanan Sarana dan Prasarana UFT

g. Menyusun rencana kebutuhan Sarana dan Prasarana UPT

h. Mengoordinasikan dan menyusun rencana kebutuhan pengadaan barang dan
|asa, pemeliharaan perlengkapan/peralatan/barang inventans UPT

i. Mengcordinasikan dan melakukan pemeliharaan perlengkapan/peralatan barang
invantarir UPT

. Laporan tatausahafadministrasi, inventaris, pemanfaatan dan pengamanan
barang inventans UPT

k. Melakukan pemantauan, pengawasan, pengendalian dan efisiensi kebutuhan
pelayanan Sarana dan Prasarana UPT

I. Menyusun rencana pembinaan dan bimbingan pelayanan kebutuhan kebutuhan
pelayanan Sarana dan Prasarana UPT

m Manyusun rencana penahaplusan harang inventaris LIPT

n. Menyusun rencana penghapusan barang inventaris UPT

o. Membuat laporan dan evaluasi kegiatan pelayanan Sarana dan Prasarana UPT

p. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi sarana dan prasarana serta
memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan
kebijakan dan

o. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesual bidang

tuaasva untuk mandukung kelacaran pelaksanaan tugas

IL.6. KOMITE

Dalam upaya membantu Direktur menjamin mutu pelayanan medis .
keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya sertamember wadah bagl professional
medis, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya | dibentuklah 3(tiga) komite yaitu
A. Komite Medik

Sesual deigall Poialdial Meiiell FReselialall Repullik  lhddiiesia
MNomor755/MenkesPer/IVi2Z011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik di
Rumah Sakit, Komite medik adalah perangka trumah sakit unluk menerapkan
tata kelolaklinis (clinicalgovemnance) agar staf medis dirumah sakit terjaga
profesionalismenya. melalui mekanisme kredens:al, penjagaan mutuprofesi
medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis. Anggota Komite

Medis terdiri darl semua Ketua kelompok staf medis Fungsional UPT Rumah
Sakit Khisue Dasrah lhu dan Anak S Fatimah -
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SMF Obgyn

SMFE Penpakit Dalam
sSMF Anak

SMF Anastesi

SMF Giai dan Mulut
SMF Patologi Klinik
SMF Radiologi

Dalam melaksanakan tugas komite medik, dibantu oleh sub komite medik/Panitia,
yaitu

Sub Komite Kredensial

Sub Komite Mutu Profesi

Sub Komite Digiphin Profes
Tugas dan Fungsi Komite Medik

Melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang ada di lingkungan Rumah
Sakit

Memeliharan mutu profesi stal medis, dan

Menjaga disiplin, etika dan perilaku  profesi staf medis

Penyusunan dan pengkompilasian daftar kewenangan klinis sesual dengan
marikan dar kelompok staf medis berdasarkan norma keprafesian yvann
berfaku.

Penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian: kompetensi, kesehatan fisik
dan mental, perilaku, dan etika profesi.

Evaluasi data pendidikan professional kedokteran/kedokteran  gigl
berkelanjutanP

Wawancara terhadap pemohon kewenangan klinis

Panilalan dan pamutusan kewenangan kiinis

Pelaporan hasil penilaian kredensial dan menyampaikan rekomendasl
kewenangan klinis kepada komite medik

Melakukan proses rekrendensial pada saat berakhimya masa ber- |aku
surat penugasan klinis dan adanya permintaan darn komite medik.
Rekomendasi kewenangan klinis dan penerbitan sural penugasan klinis.
Dialam lugas memelihara mutu profesi staf medis, mempunyai fungsi:
Melaksanakan audit medis

Rekomendasl pertemuan imizh intemal dalam rangks  pendiditan
berkelanjutan bagi stafmedis

Rekomendasl keglatan eksternal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bag)
staf medis rumahsakit
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Rekomendasi proses pendampingan (proctoning) bagl staf medis
yang membutuhkan Dalam menjaga disiplin, etika dan perilaku
profesi, mempunyai fungsi

- Pembinaan etika dan disiplin profesikedokteran

- Pemenkasaan staf medis yang diduga melakukan pelanggaran disiplin,

- Rekomendasi pendisiplinan pelaku professional di rumah sakit

pada asuhan medis pasien

€. Komite Keperawatan
Roiiliie Repelawalan adalall RelGinpok Frofesi Peiawal dai Bidan G lingRuiigai
RSUD Sayang Rakyat .Komite Keperawatan dipimpin oleh seorang ketu ayang

berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur
Tugas

Membantu Direktur menyusun standar pelayanan keperawatan, membina profesi
keperawatan, memberikan masukan kepada Direktur dengan berkoordinas
dengan Kepala Seksl Keperawatan terhadap pelaksanaan asuhan keperawatan,
mangembangkan program pelavanan ke sehatan,
Fungsi
Komite Keperawatan mempunyal fungsi meningkatkan profesionalisme tenaga
keperawatan yangbekerja di Rumah Sakit dengan cara:
- Melakukan Kredensial bagi seluruh tenaga keperawatan yang akan melakukan
Pelayanan keperawatan dan kebidanan di Rumah Sakit
Memelihara mutu profesi tenaga keperawatan,
Menigon disiolin, slika, dan perilakts profes! perawat dan bidan
Dralam melaksanakan fungsi Kredensial, Komite Keperawatan memiliki tugas
sebagai berikut
- Menyusun daftar rincian Kewenangan Klinis dan Buku Putih
- Melakukan verifikasi persyaratan Kredensial
Merekomendasikan Kewenangan Klinis tenaga keperawatan
Merekomendasikan pemulihan Kewenangan Klinis
Melakukan Kredensial ulang secara berkala sesuai wakiu yang ditetapkan
Melaporkan seluruh proses Kredensial kepada Ketua Komite Keperawatan
untuk diteruskankepada kepala/direktur Rumah Sakit
Dalam melaksanakan fungsi memelihara mutu profesi, Komite Keperawatan
memiliki tugas sebagaiberikut
Menyusun data dasar profil tenaga keperawatan sesuai area praktik.

Merekomendasikan perencanaan pengembangan profesional

e e e e ———
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berkelanjutan tenagakeperawatan

D. Fungsi dan Tugas Komite Kesehatan Lainnya

1. Meningkatkan mutu dan profesionalisme tenaga kesehatan lain yang bekerja d
rumah sakit dengan tugas
a. Menyusun data dasar profil tenaga kesehatan lain sesuai area praktik;
b. Merekomendasikan perencanaan pengembangan profesional berkelanjutan

tenaga kesehatan lainnya,

& Malakukan audit profesi tenaga kesahatan lainnya:
d. Memfasilitasi proses pendampingan sesuai kebutuhan.

2. Melaksanakan kredensial lerhadap tenaga kesehatan lainnya yang bekera di
rumah sakit dengan fugas :
a Menyusun daftar Rincian Kewenangan Klinis dan Buku Putih,
b Melakukan verifikasi persyaratan kredensiai;
c. Merekomendasikan Kewenangan Klinis Tenaga Kesehatan Lainnya;
d Merskomendasikan pemulihan Kewenangan Klinie Tenaga Kesahatan

Lainnya;

m

Melakukan kredensial ulang secara berkala sesuai waktu yang ditetapkan;
f Melaporkan seluruh proses kredensial kepada Ketua Komite Tenaga
Kesehatan Lainnya untuk diteruskan kepada Direktur Rumah Sakit
3 Menjaga disiplin, etika dan prilaku tenaga kesehatan lainnya yang bekerja di
rumah sakit dengan tugas :
a Malakukan sosialigasi kode atik profesi tanaga kesahatan lainnya
b Melakukan pembinaan etik dan disiplin profesi tenaga kesehatan [ainnya,
¢ Merskomendasikan penyelesaian masalah pelanggaran disiplin dan masalah
etik profesi dalam pelayanan kesehatan,
d Merekomendasikan pencabutan Kewenangan Klinis,
«. Memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
1.7, INSTALASI|

Instalasl di pimpin oleh seorang Kepala dalam Jabatan non strukiural yang
diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Kepala Instalasi bertanggungjawab
kepada Direktur melalul Kepala Seksi masing-masing

A. BIDANG PENUNJANG PELAYANAN:
- Ka Instalas=i |Lahoratoriym
- Ka Instalasi Rekam Medik
- Ka Instalasi Radiologi

- Ka Instalasi Gizi
Ka..CSSD
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- Ka. Fisioterapi
Koord. Kamar jenazah

B. BIDANG PELAYANAN :

Ka. Instalasi Gawat Darurat
Ka. Instalasi Rawat Jalan
Ka. Instalasi Rawat Inap

B Jenis Pelayanan

Berdasarkan kepulusan duexiue UFT R3SKD ibu dan Anak 3ili Falimah
Nemor 355/UPT RSKD-IASFO1M/2022 tentang Jenis Pelayanan Kesehatan

UPT RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah, yaitu’

Tabel 1.1
JenisPelayananRSKD |bu dan Anak Sitl Fatimah
No | Area Pelayanan Jenis Pelayanan Keterangan

1 F‘Ela]ranﬂn Gawat Darurat a. Trisge IGD;

' %, Peloyanan Gawat Darurst

c. Pelayanan Non Gawat Darurat

2 Pelayanan Rawat Jalan a. Pelayanan Sknning

b. Pelayanan Medik Spesialis Dasar:

1)Pali Kandunaan

2)Poli ANC

3)Poli Anak

4) Poli Gigl

5) Poli Intema

&) PoliGizi

3. Pelayanan Rawat Inap 2. Rawal Inap

1) Kelas VIP

Tt 1

2) Kelas 1,

3) Welas 2;

4) Kelas 3,
c. Rawal Inap Khusus

1) ICU

~ 2) NICUPerinatalog!
3) Recovery Room

4, PelayananPersalinan Kamar Bersalin

5. PelayananPembedahan  |Kamar Operasi

elayanan Penunjang  |a InstalasiFarmasi
ainnya b Instalasi Gizi

g c. Radiologi

d. Laboratorium

e Bank Darah
i Fisioterapi

PEDOMAN PENGELOLAAN 510M
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g. Rekam Medik

h. Ruanao CSSD/Laundry
|.|- mér N h sma

C. BIDANG PENGEMBANGAN SDM & PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA
Jumiah sarana dan prasaran RSKD |bu dan Anak Siti Fatimah ialah sebagai

berikut:

Tabel 11,2

Jumlah Sarana dan Prasarana RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah

WO JENIB ABET
| Luas Hangunan
; Instalasi Rwwal Jalon |Podi
Rawnmt Jakan)
" Inatalan Buwal Inap
[Ruinmg Rawnt Inap)
] instatasi Rowat lnap
Khusus (RR, 1CL, NICU)
Buang Tindakan {(Kamar
5 Operant, KamarBeraalin,
il
InstilasiPenunjanghiedik
" [Farmaal, Laboratarium,
RelaumMedil, Gizi, CSAD,
Laumdry|
T Ambulance
L Autoclswg
0 Bedmide Cabine:
1o Blopd bank Refrferator
11 C-FAF
12 Centrifugs
13 Couter
14 Daoppler
13 Flowmeter dan Humidler
14 Hanger Raid
1% Incubstor Baby
18 Infant Warmer
19 Infusion Pump
20 Kural Roda
2] Lammp Chperasi
2 Meli Instrumen
E Medn Cipernm
PEDOMAN PENGELOLAAN SDM
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2 ruEng

3 ruang

3 rumng

& runng

L
3 unit
TH unnt
I unif
5 umit
1 unit
T unit
T unit
3 unit
3 it
10 vmit
b il
! uni
4 unit
i it
4 mruit

2 umn

HONDIST
Bedang RusakBerat

1 uimit
20 iy
2 umnit
3 uni
2 umnit
4 unit
13 umiy

4 unpit

Bt
5 umnit
4 wunit
T unit

4 unit

< unit

1 unit

& uni

3 il
4 umit,
108 wnit
3 amit
Bounit
3 it
Houmit
20 unit
5 unit
3 unit
IS ienit
11 umit
5 umit
4wt
5 unin
4 pmt

4wt
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24  Mesin Ansstes 2 unit 2 unit
25 Nebulzer 10 vt 3 vt 13 unit
26 Partus [nstrumen Set 14 Bet 14 met
27 Patient Monitor & wmit 5 unit 11 unit
28 Serub Station 1wt 1 timit
2 Bectio Sei 12wt 12 8t
an Steam Sterilier 1 umit 1 umit
al Btetoskop Anak 5 Lmit 5wt
12 Stetoskop Dewnsa 10 unit 10 umit
33 Suction Pump d unit G uni Q wnit
34 Byringe Puinp ¥, umnit 5 unii 12 unit
a5 Temput Tidur 4% unil 300 unids TH unit
6 Tempat Tidur Elektrik A0 unit 2 unit ' A2 unit
ar Tenm Meter Digital 5 unit Sumit 10 unif
38 Timbangsn Bayi & unit 8 unit 14 unit
k] Timbangan Dewaka 4 unit 2 uni i umit
40 Trumafer Stretcher T umit T unit
41 Trolly Emergency & unit 3 unit 8 unit
42 Troll ¥lnstrumen 20 it 20 undt
43 Urine Analiver I umit [ unit Junit
4 UsG 1 unit 2unit 3 unit
45 Veln Fronder 3 unit J unit
Tabel 1.3
JUMLAH TEMPAT TIDUR PASIEN
1 Buzah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
2 Bush
2 Ruah _l
< Buah
2 Buak
4 Buan
i 4Bush
12 rmﬂm B Bunh
13 NANGA & Buakh
i %ﬂ B Buan
16 BEROJA ® Rnan
18 FLAMBOYAN & Bunh
17 SERUNI ~Edush
I8 NRUGATOR BART B Oush '
18 |§Em BARY B Buah
20 [mu 4 Buah

PFEDOMAN PENGELOLAAN SDM
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m Pengembangan SDM dan Diklat

Calam pengembangan pendidkan dan peiauhan ROKD by dan Anak Sit
Fatimah telah melaksanakan kegiatan sosialisasi atau bimbingan teknis bagl
pegawai RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah baik yang dilaksanakan di rumah
sakit sendirl (in House Training) maupun di luar rumah sakit (Ex House
Training),

Selain pegawal dalam lingkungan, RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah
dilakukan pula kerja sama dengan Institusi’Sekolah kejuruan dalam rangka
praktak klinlk hagl peserts didik dalam preses pemenuhan mata kuliah
Diharapkan dengan kerjasama InstitusifSekolah peserta didik akan
mendapatkan langsung keterampilan kiiniklapangan sesual dengan kKejuruan

yang mereka pilih

Tabel 11.4

DAFTAR KERJASAMA INSTITUSI PENDIDIKAN TAHUN 2015-2022

| NO | NAMA INSTITUSI

|

AKADEMI KEBIDANAN DIAN
HAKAPAN MAMASA

[ PrRODI
PROGRAM STUDH DI KEEBIDANAN

DI KEBIDANAN

STIKES NANI HASANUDDIN
MAKASSAR

AKADEMI KEBIDANAN BINA
SEJAHTERA RANTEPAO TORAJA
UTARA

—rmmas

DI KEBIDANAN

DU KEBIDANAN

PROGRAM STUDI D-1IT KEBIDANAN
FAKULTAS KEDOKTERAN & [LMU
KESEHATAN UNIVERSITAS
MUHAMMADIY AH MAKASSAR

T

DI KERIDANAN

SURUSAN KEBIDANAN POLTERKES
KEMENKES MAKASSAR

PROGRAM STUDI KERIDANAN
FAKULTAS KESEHATAN
MASYARAKAT UNIVERSITAS
MUSLIM INDONESIA

IV KEBIDANAN

DI KEBIDANAN

| STIKES BHAKTI PERTIWT LUWLI

RAYA PALOPO

DI KEBIDANAN

LINIVERSITAS MEGA REZKY
(UNIMERZ)

DI KEBIDANAN

AKADEMI KEBIDANAN YALEKA
MARO MERALKE

DIl KEBIDANAN

PROGRAM STUDI DI FISIOTERAPI
JURLISAN FISIOTERAPI POLTEKES
REMENKES

ARADEMI KEBIDANAN BUTON
RAYA

DI KEBIDANAN

DI KEBIDANAN

PEDOMAN PENGELOLAAN SDM

Page 18



PROGRAM PROFESI NERS SEKOLAH |

12 | TINGGI ILMLU KESEHATAN STELLA 51
| MARIS MARKASSAR ’
13 ARADEMI KEBIDANAN SYEKH DI KEBIDANAN

YUSUF GOWA

AKADEMI KEBIDANAN N
PELAMONIA MAKASSAR DU KEBIDANAN

PROGRAM STUDI DITl KEBIDANAN | DIl KEBIDANAN
15 | STIKES PANRITA HUSADA
BULUKUMBA

PROGRAM STUDI DI KEBIDANAN | DI KEBIDANAN
STIK GIA MAKASSAR

FAKULTAS KESEHATAN
17 | MASYARAKAT UNIVERSITAS 51
MUSLIM INDONESIA

b

POLITEKNIK KESEHATAN

18 | KEMENKES MAKASSAR %1 PROTESE
FISIOTERAPI
PROGRAM PROFESI NERS
SEKOLAH TINGGT ILMU

19| KESEHATAN STELLA MARIS PROFESI
MAK AS AR

20 | SEKOLAH TINGGI ILMU DIl

20 | KESEHATAN MAKASSAR (YAPMA) | PERAWAT/KEBIDANAN
UNIVERSITAS MEGA REZKY . ,

-l oo dngbote DIl KEBIDANAN

27 PULITERNIE KESEHALAN Ui
KEMENKES MAKASSAR  PERAWAT/KEBIDANAN
PUSAT PELATIHAN KLINIK PRIMER

3| (P2KP) KOTA MAKASSAR l PELATIHAN

74 | POLITEKNIK SANDI KARSA | DIll KEBIDANAN

< | AKADEMI KEBIDANAN MINASA T RN

— | UPA

PROGRAM STUDY DIPLOMA DI
KEBIDANAN [NSTITLSI
KESEHATAN DAN TEKNOLOGT
BUTON RAYA

DI KEBIDANAN

STIKES PANRITA HUSADA
| BULUKUMBA.
SEKOLAH TINGGI ILMU
KESEHATAN PANAKUKANG

DI KEBIDANAN

™I KEBIDANAN

FARULTAS KEDOKTERAN
29 | UNIVERSITAS BOSOWA PROVINSI | SLKEDOKTERANPROFESI]
SULAWESI SELATAN

30 | STIKES MARENDENG MAJENE DI KEBIDANAN
T PROGRAN STUDE DAl REBIDANAN
FAKULTAS KEDOETERAN DAN
ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS
MUHAMMADIAH MAKASSAR

i DI KEBIDANAN

PROGRAM STUDY DIPLOMA DI
REBIDANAN JURUSAN Gl REBIGANAN
KESEHATAN POLITEKNIK BAU BAU

Lk
(]
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PROGRAM STUDI PROFESI
FISIOTERAPI FAKULTAS , -
32| KEPERAWATAN UNIVERSITAS w1 PROFES
HASANUDDIN _
34 | UNIVERSITAS MEGAREZKY DIl /DIVKEBIDANAN
55 | INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS | DI KERIDANAN
* | ST FATIMAH MAMUJU
o | AKADEMI KEBIDANAN SINAR DI KEBIDANAN
36 1 ASTH TORAJA
PROGRAM STUDI DIll KEBIDANAN
17 | AKADEMI KEBIDANAN TAHIRAH DIl KEBIDANAN
AL BAETI BULUKUMBA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI
38 | KESEHATAN UNIVERSITAS NEGERI S1ADMINISTRASI
MAKASSAR
1o | SEKOLAH MENENGAH FARMASI SME
YAMASI MAKASSAR
POLITERNIK KESEHATAN
FAKULTAS KEPERAWATAN o
| UNIVERSITAS HASANUDDIN SLKEPERAWATAN
41 | STIKES BINA BANGSAMAJINE | DIV.KOBIDANAN
43 | FAKULTAS KEDOKTERAN S1 KEDOKTERAN
LB UNIVERSITAS HASANUDDIN | PROFES|
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BAB Il
GAMBARAN UMUM SDM UPT RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH

Untuk melaksanakan fugas pokok dan fungst serla kegiatan UPT RSKD IBU
DAN ANAK SITI FATIMAH ditunjang dengan Sumber Daya Manusia, Jumiah sumber
daya manusia pada UPT RSKD |BU DAN ANAK SITI FATIMAH adalah sebanyak 160
arang pegawal ASN dan 93 orang pegawal Non ASN, dapat dilihat pada tabel
dibawah ini:

Tabel l1l.1

KLASIFIKASI KEBUTUHAN SDM ASN BERDASARKAN ABK NOMENKLATUR
JABATAN PADA JABATAN PELAKSANA & FUNGSIONAL (PERMENPAN NOMOR
41 TAHUN 2018) (DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI
SELATAN NOMOR : 750/lINTAHUN 2020)

NO NOMENKLATUR JABATAN

I._| STRUKTURAL & PELAKSANA

1 | DIREKTUR -

2 | KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
1| PENYUSUN LAPORAN KE UANGAN

) AHA LIS PENGEMBANGAN SUMEEH DM’#. MANLUSIA
AFAFITUE
BENDAHARA
PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN
PENGELOLA KEPEGAWAIAN
PENGELOLA INFORMASI DAN MAMNAIEMEN
KEPEGAWAIAN
PE NGE LEII_A KELIANGAN
PENGELOLA UNIT LAYANAN PENGADAAN
PENGOLAH D.ﬁFTAH EA.I!
10| PENGELOLA PENYELENGGARAAN DIKLAT
11| PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
12 PENGADMIHIEI'HASI UBRALIM
13| PENGADMINISTRAS| KELANGAN
14| PENGADMINISTRAS| PERSURATAN
|15 PENGEMUDI AMBULANS
16| PENGEMUDI
1? PETUGAS PENGGAN DMN
IE PRAMLU KEBERSIHAN
i 19 PET LFEAE': EEAMAMNAN

7 | KEPALA SEKS| PELAYANAN DAN PENUNJANG MEDIK
1 PENGELDLA IABUHATQHJUM
2| PENGOLAH DATA PEMBAYARAN JAMINAN KESEHATAN
3| PENGGLAH DATA I‘-‘E LA"MNAM

4I PENGOLAH MAHANAN
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5| PENGADMINISTRASI GUDANG FARMASI s | a4 | 1 3
6| PENGADMINISTRASI REKAM MEDIS DAN INFORMASI 5 5 1 4
7| PRANATA JAMUAN 6| &4 | 2 2
8 | KEPALA SEKSI PELAYANAN KEPERAWATAN 9 1 1 0
1| ANALIS |BU DAN ANAK 7|1 0 1
2| PENGELOLA KEPERAWATAN 6 | 3 2 1
3| PENGELOLA KEBIDANAN 6| &4 | 1 3
_14 KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA 9 1 1 1 0
1| PENYUSUN KEBUTUHAN BARANG INVENTARIS 7 [ 1] a 0
2| PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA KANTOR 6 | 2 | 1 1
3| TEHNISI SARANA DAN PRASARANA s [ 2 | 1 1
4| PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA 5 | 2 | 2 0
5 3 b 3 3

BINATL RUM

=50 1L

AH SAKIT

1| DOKTER UTAMA,

3| DOKTER MUDA _

14
2| DOKTER MADYA y 12
10
9

Wi~

4| DOKTER PERTAMA

|1 DOKTER GIGI UTAMA 14
2| DOKTER GIGI MADYA 12
3| DOKTER GIGI MUDA 10

i ‘ OKTER GIGI PERTAMA g9
' 0 0

Rl A -

1 PENATA ANASTES| MADYA
2 PENATA ANASTES| MUDA
3| PENATA ANASTES! PERTAMA

-
=
(=3

1| ASISTEN PENATA ANASTES| PENYELIA
2 ASISTEN PENATA ANASTESI PELAKSANA LANJUTAN

s

3| ASISTEN PENATA ANASTES| PELAKSANA

Sl
W
=1

-

o
F-1
id
]

1| PERAWAT GIGI/TERAPIS GIGI MUDA

PERAWAT GIGI/TERAPIS GIGI PERTAMA

PERAWAT GIGI/TERAPIS GIGI PENYELIA

2| PERAWAT GIGI/TERAFIS GIG| PELAKSANA LANJUTAN

3| PERAWAT GIGI/TERAPIS GIGI PELAKSANA

AR B -
P | e | e b ek
oo o= o
| pes | s D e

1, EPIDEMIOLOG KESEHATAN MADYA 11 0

2 EPIDEMIOLOG KESEHATAN MUDA S |1 |0 1
3| EPIDEMIOLOG KESEHATAN PERTAMA 8 0|0 0
1| PERAWAT MADYA 1| 8 | 0 8
2| PERAWAT MUDA 9 | 7| 2 5
3| PERAWAT PERTAMA 8 |10 12| 2
4| PERAWAT PENYELIA 8 | 6 2 | 4
5| PERAWAT PELAKSANA LANJUTAN 7|7 | 6] 1
6| PERAWAT PELAKSANA 6 | 10| o] 10
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2

TEKNISI ELEKTROMEDIS PENYELIA

2

TEKNISI ELEKTROMEDIS PELAKSANA LANJUTAN

3

2

TEKNIS| ELEKTROMEDIS PELAKSANA

SANITARIAN MUDA

1] BIDAN MADYA 11 18] 9 | 10
2| BIDAN MUDA 9 | 22| 6 | 16
3| BIDAN PERTAMA 8 | 16| 4 | 12
4! BIDAN PEMNYELLA B 25 5 20
5| BIDAN PELAKSANA LANJUTAN 7 | 25|10 | 15
6 BIDAN PELAKSANA | 6 | 28| 0 | 28
1| APOTEKER UTAMA Ww|lo|o 0
2| APOTEKER MADYA 11| 4| 3 1
3| APOTEKER MUDA g | 2 | 1 2
4| APOTEKER PERTAMA g8 1 0 1
‘ 1| NUTRISIONIS MADYA 11 | 1| 1 0
2| NUTRISIONIS MUDA, 9 | 1 | 1 0
3| NUTRISIONIS PERTAMA 8 | 1 1 0
4| NUTRISIONIS PENYELIA g | 0| 0| 0
5| NUTRISIONIS PELAKSANA LANIUTAN 7T | o]0 0
1| PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN MADYA w| 3| 1 2 |
2| PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN MUDA 9 | 3 | 2 1
3| PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PERTAMA 8 (1] 0] 1
[ 4| PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PENYELIA 8| 5| a 1
5| PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PELAKSANA i "
LANJUTAN |
b PRANATA LABORATORIUM EESEHATAN PELAKSAMNA b E | 1] 3
O LV T e s e | | | ) |
1] ASISTEN APOTEKER PENYELIA HIENE 0
2| ASISTEN APOTEKER PELAKSANA LANIUTAN I HERE 1
3| ASISTEN APOTEKER PELAKSAMA 8 | 1|1 o
R0 T e B B ] il |
4| RADIOGRAFER PENYELIA 8 | 1| 1 0
5| RADIOGRAFER PELAKSANA LANIUTAN 70| 0 0
6| RADIOGRAFER PELAKSANA 6 | 3 | 3 0
[ mdioremass 000 00 [ T 1
2| FISIOTERAPIS MUDA o 3 |2 | 1 1
|| 3| FISIOTERAPI PERTAMA Ei 2 2 i
i 4| FISIOTERAPIS PENYELIA 8 | 0 | o 0
5| FISIOTERAPIS PELAKSANA LANJUTAN 7 |z | o 2
6| FISIOTERAPIS PELAKSANA 6 | 2 | 1 1
1| PEREKAM MEDIS PERTAMA B | 2 | 2 0
2| PEREKAM MEDIS PELAKSANA LANIUTAN 7 | 12| 1 | 1o
3| PEREKAM MEDIS PELAKSANA 6 | & | & 0
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3| SANITARIAMN PERTAMA

2| ARSIPARIS MUDA 3 0| 1
3| ARSIPARIS PERTAMA & 0o | 1
2| ANALIS KEPEGAWAIAN MUDA 10 | 0| 1
3 ANALIS KEPEGAWAIAN PERTAMA 8 | o 1

2| PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT MUDA 0o | 1

g
| 3| PENYULUM KESEHATAN MASYARAKAT PERTAMA 8 | 1 | 0

TOTAL KEBUTUHAN SDM

Tabel 111.2 KLASIFIKASI 5SDM
BERDASARKAN PENDIDIKAN DAN JENIS KETENAGAAN

Sumber doto : Kepegowaion UPT RSKD 1A SITI FATIMAK 2022

1| ADMINISTRATOR KESEHATAN MADYA 11 ] 1
2| ADMINISTRATOR KESEHATAN MUDA 9 1 0
3 ADMINISTRATOR HESEHATAH PERTANMA B __

| [TENAGA KESEHATAN

1 TENAGA MEDIS

[Dc:lrtar Lmum -

IDokter Spes Penyakit Dalam

IDokter Spes Kes. Anak

\Dokter Spes Obgin

Dokter Spes Radiologl

Dokter Spes Anesthesi

Dokter Spes Patologi Klinik

Dokter Glgl

bt s | s | O [ |t [ |0

Dokter EEI Spesialis

et

2 TENAGA KEPERAWATAN

51 Keperawatan Ners
51 Keparawatan

03 Eeperawatan

) _-;l“Pemwat Gigi

K

D4 Kebidanan

21

D3 Kebidanan
h! Perawat Anastes

[

3 TENAGA KEFARMASIAN
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51 Farmasi / Apoteker -1 4 -
_El Famasﬂ’_fgqﬂnknlq_g} Kimia - 1 -

ST EFEEEELET = AF Y e IELIEY T LF

3 Farmasi - i -
4 TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT
52 - Kesehatan Masyarakat - | 2 -
52 - Epidemiologi K 1 -
51 - Kesehatan Masyarakat : 6 :
51 - Promkes 1
5 [TENAGA GIZI
|51 — Gizi / Dietisien - 1 .
D4 - Gizi 1
El Fisio Terapis 1 2
F]E Fisic Terapis 1
6 KETEKNISIAN MEDIS
D3 Radiografer 3
51 Tehnologl Lab Kesehatan -
D3 Analls Kesehatan
D4 Analis Kesehatan
D4 Perskam Medis
03 Perekam Medis
D3 Teknik Elektromedik
" 1l TENAGA NON KESEHATAN
1 [PASCA SARIANA
Administrasi - -
2 Manajemen Rumah Sakit [
52 Manajemen [
- Fiz Administrasi Kes. Masy - 1 -
2 SARIANA |
ISar]lnl Ekonomi / Akuntansi ~ 5 -
Sarjana Administrasi - -

Bl | | 8|

= | P
i
1)

e e e —
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Tabel 1.2
KLASIFIKASI SDM Non ASN BERDASARKAN

JENIS JABATAN DAN SUMBER PENGGAJIAN

Staf Administrasi
Dokter i

Perawat 14 13
Bidan 32 3l
Perawat Gigi
“Fii_Iut;rap-l
Mutrisionis
Perekam Medis
Sanitarian

K3

Security

PFranata jamuan
Pengotah makanan
Binatu Ruman Sakit
Clening Service

e ol s SR

el
=
— |t = =

it
i

|l
Pad

ki
Akl
[ ]
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i

[
o
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5
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oy
b

Teknisi Sarana

Sumber : Kepegowaian, 2022

PEDOMAN PENGELOLAAN SDM Page 26



BAB IV.
CASAR HUKUM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

1. Undang-Undang RI Nemor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara,

2. Undang- Undang Rl Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan,

3 Peraturan Pemerintah Rl Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai
Negen Sipil;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawal Neger|
Sipil,

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Pengadaan PNS;

6. Peraturan Pemerintah R| Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Penilaian Kinerja
Pegawai Negeri Sipil.

7. Peraturan Menteri Kesehatan Rl Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pedoman
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

& Paraturan Menteri Kesshatan Rl Nomor 12 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2013
Tentang Orlentasi Calon Pegawal Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian
Kesahatan,

5 Peraturan Menteri Kesehatan Rl Nomor 53 Tahun 2012 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Analisis Beban Kena Di Lingkungan Kementerian Kesahatan;

10. Surat Edaran Menten PAN dan RE Nomor 28 Tahun 2021 Tentang
Pengembangan Kompentansi Bagl PNS melalul Jalur Pandidikan
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BAB V.
GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN SDM PADA UPT RSKD IBU DAN ANAK SITI
FATIMAH

V.1.DEFINISI
Pengalalaan Sumber Dava Manugia marupakan  upaya  untuk
melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia di UPT RSKD lbu
dan Anak Siti Fatimah
V.2.KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA UPT RSKD
IRL DAN ANAK SITI FATIMAH

1. Parencanaan Kebutuhan Pegawai pada UPT RSKDIbu dan Anak St
Fatimah disusun berdasarkan Analisis Beban Kena dan indikator lainnya
sesual ketentuan vang berfaku.

2. Untuk memenuhi kebutuhan pegawai UPT RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah
dapat dilakukan pengadaan pegawai melalui jalur CPNS dan Jalur pegawai
BLUD dan Non PNS

1 Penaadasn Peagawai melas Jdalur CPNS dilakukan aleh  Pemarintah
Provinsi Sulawesi Selatan Cq. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan;

4. Pengadaan Pegawal BLUD dan Non PNS dilakukan oleh UPT R3KD lbu
dan Anak Sili Fatimah sesuai ketentuan yang berlaku,

5. Penempatan Pegawai di UPT RSKD I|bu dan Anak Siti Fatimah
berdasarkan atas prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi dan
prestasi kafia;

6. Untuk memberikan bekal bagi CPNS dalam menjalankan tugas sebagai
PNS diwajibkan untuk mengikuti diklat prajabatan

7. Pegawal UPT RSKD I|bu dan Anak Siti Fatimah yang ingin meningkatkan
kompetensinya dengan meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggl
diberikan kesempatan untuk ijin belajar

8. Pegawai UPT RSKD lbu dan Anak Siti Fatimah yang diangkal kedalam
iahatan  struktural  diwajibkan untok mangikuti - diklatpim  vana
ciparsyaratakan

9. Untuk memenuhl persyaratan teknis tertentu pegawai UPT |bu dan Anak Siti
Fatimah diikutkan dalam diklat teknis.

10. Pengangkatan PNS pada UPT RSKD Ibu dan Anak 5iti Faimah dalam
jabatan struktural dilakukan berdasarkan prinsip profesionalisme sesua
dengan kompetensi, prestasi kerja, jenjang angkat yang ditetapkan dan

syarat nhyektif lainnya lanpa mambadakan pnis kelamin suky, sgama ras
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atau golongan;

11, Pegawal UPT RSKD lhu dan Anak Sih Fatimah yana memiliki keahlian
(profesi) dan/atau ketrampilan tertentu diangkat dalam jabatan fungsional
tertentu

12, Pegawai UPT RSKD lbu dan Anak Siti Fatimah yang tidak diangkat dalam
lahatan  Struktural maupun  fabatan funasional khusus  diangkat  dalam
jabatan fungsional umum,

13. Untuk mengembangkan kompetensi dan menambah pengalaman kena
pegawal dapat dilakukan mutasi internal maupun eksternal

14, UPT RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah memberikan kompensasi kepada
pegawainya sebagai imbalan atas jasa yang diberikan.

15, Kesejahtersan bag Pegawal Negen Sipil UPT RSKD lbu dan Anak Siti
Fatimah diherikan dalam banhuk cutl asurans kesshatan, Rapartarum

16, Pegawai Negeri Sipil pada UPT RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah yang telah
menunjukkan prestasi Kerja diberikan penghargaan berupa Kenaikan
Pangkat, dan Satya Lencana Karya Satya.

17. Pembinaan PNS pada UPT RSKD lbu dan Anak Siti Fatimah dilaksanakan
melalui wadah Korps Pegawai Republik Indonesia sesual ketentuan yang
berlaku.

18 Pangawasan dan Panaendalian Pegawal UPT RSKD by dan Anak Sifi
Fatimah Penilaian Prestasi KerjaPegawal dan Penegakkan Disiplin Pegawai
oleh atasan masing-masing

V.3.RUANG LINGKUP
Ruang lingkup yang meliputi hal-hal yang terkait dengan Pengelolaan
Sumber Daya Manusia yang meliputi :
1 Pnn-,-umunnn dan Panatapan Kahiiibhan
Rekruitmen / Pengadaan Pegawal
Pangkat dan Jabatan
Pengembangan Karier
Pola Karier
Promosi
Mutasi

Pamilaian Kinaria

L B N W B W N

Penggajian dan Tunjangan
10. Penghargaan

11. Disiplin

12. Pemberhentian
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13. Jaminan Pensiun dan Jaminan Har Tua
14 F'nrfindungnn

Pengelolaan Sumber Daya Manusia ada beberapa tahapan yang harus
diperhatikan di UPT RSKD lbu dan Anak Siti Fatimah untuk retensi SOM
dilakukan program, Pengembangan Karier, Pola karier, promosi,
mutasi penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan disiplin,
pemberhentian, jJaminan dan jaminan han tua, perindungan

V.4.TATA LAKSANA PELAYANAN
Tata laksana Pengelolaan Sumber Daya Manusia pada UPT RSKD lbu
dan Anak Siti Fatimah adalah sebagal berikut
1. Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Pegawai
1). Umum.
Jumlah dan susunan jabatan Pegawai Negen Sipil yang dipedukan suatu
auguUnan organisRsl ditetapkan dalam suatu farmasi untuk jfangka wakt
tertentu berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yang harus dilaksanakan
dengan tujuan agar unit organisasi itu mampu melaksanakan tugasnya
secara berdaya guna berhasil guna dan berkesinambungan..
2). Tujuan
Tujuan ditetapkannya formasi adalah agar satuan organisasi Negara
mempunyai jumiah dan mutu pegawal yang memadal sesual dengan beban
keria dan tanaoguna jawah pada masing — mAasing arpanisasi
3}, Penyusunan Formasi
Proses penyusunan formasi di UPT RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah
dilakukan dengan tahapan sebagaiberikut :
a). Penyusunan Pola Ketenagaan adalah bentuk strukiur yang tetap atas
lenaga yang diperlukan pada sualu organisasi
b). Analisis Jabatan adalah proses, metode dan tekmik untuk memperoleh
data jahatan sada mengolah menjadl  infarmasl  jabatan  vana
dipergunakan untuk analisis kebutuhan pegawal dalam kurun wakiu
tertentu.
¢). Penyusunan Daftar Susunan Pegawai (DSP) adalah Daftar peta
iahatan vang menunivkan nama iahatan jumlah farmasi uraian tuogas
pangkat/Golongan, syaral jabatan (pendidikan formal, dikiat struktural,
diklat teknis, diklat fungsional, pengalaman jabatan) dan bezetting
(kekuatan pegawai)
4) Pengusulan Formasi
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a) Direktur UPT RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah mengusulkan Daftar
farmasi kebutuhan peagawal berdagarkan Daftar Susunan Pegawal
yang telah disusun oleh Kasubag Tata Usaha kepada Gubernur
Sulawesi Selatan Cqg. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana
Provinsi Sulawesi Selatan..

b) Biro Organisasi dan Tata Laksana Provinsli Sulawesi Selatan
memproses usulan Formasi dar semua SKPD Provinsi Sulawesi
Selatan dan disampalkan usulan kepada pejabat yang berwenang
raslal dengan ketentiuan yana harlaki

c) SKPD Menerima penetapan jumlah formasi dalam tahun anggaran
yang bersangkutan dari Pejabal Pembina Kepegawaian (Gubernur
Sulawesi Selatan).

5) Evaluasi dan Pemutakiran Pola Ketenagaan
a| Setelah formasi dilaksanakan dilakukan penempatan maupun
penempatan kembalisesuai faktor kompetensi
k) Rancana dan Pelzkeanaan strateq dimonitor secara barkelanjitan dan
diperbarul sesual kebutuhan
c) Dilakukan proses koordinasi bersama pimpinan unit  layanan
untuk update perencanaan ketenagaan unit
2. Rekruitmen/Pengadaan Pegawal
1) Pengadaan Pegawai Malalui Jalur CPNS
a) Pengertian

Pengadann Pegawni Megen Sipll adalah proses untuk mengieiformasi

yang lowong, karena adanya pegawal Neger Sipil yang berhentl, pensiun

dan meninggal dunia atau adanya pengembangan organisasi. Dengan
demikian penerimaan atau usulan Pegawal Neger Sipil berdasarkan
kebutuhan secara nyata. Pengadaan PNS harus didasarkan atas syarat-
syarat yang obyektif yang telah ditentukan dan tidak boleh berdasarkan
atas jenis kelamin, suku, agama, ras, golongan dan daerah seria
seragam diseluruh |ajaran sesual dengan pengetahuan, keterampilan
dan kempelensi staf.

b) Tahapan Pengadaan Pegawai melalui jalur CPNS

Tahapan pengadaan berupa Perencanaan, Pengumuman, Persyaratan,
Pelamaran, Penyaringan, Pengumuman Kelulusan dan Pengangkatan
merupakan kewenangan dar Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan

dilaksanakan oleh Badan Kepegawalian Daerah Provinsi Sulawesi

Salatan
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c). Penempatan Tenaga Calon Pegawal Negern Sipil
= Setclah pelamar yang dinyatakan ilus seleksi dan telsh diangkat
sebagai Calon Pegawal Negeri Sipil formasi Daerah Frovins: Sulawesi
Selatan, maka CPNS tersebut segera ditempatkan di seluruh SKPD
Provinsi Sulawesi Selatan sesual dengan formasi yang telah
ditetapkan
« UPT RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah sebagai salah satu UPT Dinas
Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan kemudian mendayagunakan
tenaga Calon Pegawal Negen sesual dengan iabatannya  dan
menerbitkan Surat Pemyataan Melaksanakan Tugas (SPMT)
2} Pengadaan Pegawai Non ASN
a} Pengertian
Untuk mengisi formasi yang lowong UPT diberikan kewenangan untuk
melakukan pengadaan pegawal Non ASN
Tahapan Pengadaan Pegawai Non ASN
11 Selaksi Administrasi
Rekrutmen berdasarkan sural-surat lamaran yang masuk, dipilih
berdasarkan kualifikasi pegawal yang dibutuhkan oleh Rumah Sakit
Ruang lingkup pada metode adalah pada tenaga klinis dan non khinis
non ASN yang meliputi tenaga kontrak, dokter paruh waktu,

Proses rekrutmen staf baik kiinis maupun non klinis untuk tenaga Non
PNS di mulai dengan

- Menyeleksi berkas lamaran yang masuk dan menyesuaikannya jenis
jabatan yang dibutuhkan
- Kepala sub bagian melakukan seleksi berkas adminisirasi berupa |
« Surat lamaran kefja
« Fotocopy KTP
+ Fotocopy Kartu Keluarga
+ Fotacapy lazah terakhir vana telah dilegalisic
» Riwayat hidup
- Fotocopy STR yang telah di legalisir (bagi jabatan
fungsional)
= Sertifikal.
- Berkas lamaran kandidat calon staf yang di nyatakan lulus berkas,
kemudian diserahkan ke tim rekrutmen, evaluasi kompetensi kandidal
calon staf dan penganakatan staf vana tarkail bidana tugasnya untik

——————— e ——————————
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melakukan

kampatans|

evaluasi komptensi terhadap kandidat calon staf. Evaluasi

kandidat calon etaf rnnruqunn prosas  yang sangat

penting unluk memastikan kandidal calon staf yang akan diterima

memiliki kritera yang di persyaratkan Beberapa kualifikasi yang
dijadikan dasar evaluasi antara lain

Pendidikan
Keahlian
Pengalaman
Lgia

Jenis kelamin
Bakat

[Casar evaluasi kompetensi kandidat calon staf dapat mengacu pada

parrvaratan ([Ahatan pada dakumen analisa iahatan

- Calon staf melakukan tes wawancara yaitu suatu bentuk percakapan

fermal yang

diadakan untuk mengevaluasi pelamar

- Ragi calan slaf yann di nyatakan lulus dalam eslurihb rangkaian ssleks

di lakukan pemanggitan untuk kemudian dilakukan pengangkatan staf

untuk meng

isi formasi yang lowong.

2} Panamnpatan Paasawai Non ASN
Tenaga Non ASN yang dinyatakan lulus, kemudian di buatkan SK
dan perjanjian kontrak. Perjanjian kontrak yang menyangkut objek
perjanjian telah ditentukan seperti :

a n o oW

Jangka waktu kontrak

Hak dan Kewajiban

Biaya

Penyelesalan masalah dan lain-lain

Disamping proses rekrutmen evaluasi dan pengangkatan staf khusus
terhadap tenaga kesehatan lainnya juga dilakukan proses kredensial karena
mereka akan terlibal langsung dalam proses pelayanan klinis. Kredensial
tenaga medis, perawat dan tenaga kesehatan lainnya diatur lebih lanjut
dalam keputusan direkiur terkait kredensial/rekredensial

3) Orientasi
a) Pengertian

Crientas| yang diberikan kepada pegawai baru pada UPT RSKD Ibu dan
Anak Sifi Fatimah marupakan pemhbarian hakal kepada peoawai-pagawai
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baru agar dapat memenuhi kebutuhan Rumah Sakit baik dalam jumliah
maupun kwalitas |/ kemampuan serta kaahlian yang diperlukan sasual

standar. Oleh karena itu pegawai baru perlu mendapatkan gambaran
secara menyeluruh mengenal organisasi UPT RSKD Ibu dan Anak Siti
Fatimah dan materi lain yang berkaitan dengan disiplin ilmu dan profesi
pegawai baru tersebut

b) Sasaran
Crientasi pegawai baru diberikan kepada
+ ‘Calon Pogawai Neged Sipil (CPMNE)
« Pegawal Baru Non ASN
= Pegawal Negeri Sipil pindahan dari instansi lain

Lk
-

Helpkasnsan
Crientasi dikelompokkan menjadi 2 yaitu
*  Ornentasi Umum
Crientasi umum merupakan program pengenalan calon pegawal baru
lerkait pengorganisasian dan tata laksana perumahsakitan secara
umum. Tujuan orientasi umum antara lain
a. Pegawal dapat mengetahui dan memahami dengan baik
araanisasi Rumah sakit
b. Pegawai mengetahul struklur organisasi, wvisi, misi dan
implementasinya
c. Pegawai mengetahul dan memahami dengan baik budaya
organisasi yang ada
d. Pegawai dikenalkan pada lingkungan dan rekan dimana dia akan
bakerja
Ringian kegiatan dalam arientasi umum antara lain ¢

1. Menyiapkan materi onentasi Umum :

a. Struktur organisasi Rumah sakit

=g

Vigi Misi Rumah Sakit
c. Sistem Manajemen Mutu Rumah sakit

d K3RS (Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah sakit dan
Kewaspadaan Bencana

e Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

1. Keselamatan Pasien dan Rumah Sakit

Y

Hek dan Kewajiban Pegaws|

e ————————————————————————
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2. Pelaksanaan Orentasi

® Penyampaian dengan metode ceramah, diskusi

m Penyampaian materi orientasi menjadi tanggung jawab

Kasihas dan kasts |sinnys,

3. Wakiu pelaksanaan menyesuaikan dengan jadwal yang
ditetapkan.

» Orientasi Khusus

Orientasi khusus merupakan program untuk mempersiapkan pegawal

baru dalam melaksanakan tugas dimana pegawai tersebut akan

ditempatkan Tujuannya antara lain ;

a. Pegawal mengelahui visi, misl dan tujuan sasaran yang ingin di capai
unit kerja di mana pegawai tersebut ditempatkan,

n Peaawal menaatahui dan memahami dengan baik hudaya arganisas
pada unit kerja di mana pegawal tersebut ditempatkan

¢. Pegawal mampu beradaptasi dan bersosialisasi dengan rekan kerja
dimana dia ditempatkan.

Pelaksanaan onentasi khusus menjadi tanggungjawab sepenuhnya dan
kepala unit dimana pegawai tersebut ditempatkan,

d} Ketentuan Orentas)

« Selama masa onentasi semua pegawai baru melaksanakan tugas
dengan pendampingan dan pengawasan oleh pegawai senior (yang
ditunjuk) terutama di unit pelayanan dengan resiko tinggi dan tidak
diperkanankan melaksanakan tugas secara mandiri.

« Setiap tahapan kegiatan dalam onentasi dicatat oleh pegawa) yang
bersangkutan dalam bentuk laporan orientasi pegawai baru. Laporan
tersabut dikatahul dan disatuiul alah peiabat vang barwenang di
setiap unit di mana pegawa tersebut melaksanakan onentasi

4) Penempatan Pegawai Baru

a) Pengertian
Penempatan pegawal adalah merupakan serangkaian langkah kegiatan
yang dilaksanakan untuk memutuskan apakah tepat atau tidaknya
sesecrang pegawal ditempatkan pada posisi tertentu yang ada di dalam
arganisAL)

e ——————————————————————————————————————
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b} Sasaran
Penempetan pegawat baru dibertkan kepada
+ Calon Pegawai Negen Sipil (CPNS)
+ Pegawai Baru Non ASN
+ Pegawsal Magen Sipil pindahan darn instans: lain
c) Pelaksanaan
Tata Cara penempatan pegawai baru menjadl Tugas Pokok Sub.Bag
Tata Usaha bersama Kasie Pelayanan dan Penunjang Medik, Kasie
Keperawatan dan Kasie Sarana dan Prasarana pada UPT RSKD lbu dan

Anak siti Fatimah Oleh karena itu pegawai baru dilakukan analisa

penempatan berdasarkan kompetensi di  Seksi masing-masing
salanitnya untuk dibuatkan Sural Keputusan di Kepala Sub Raalan

Tata Usaha,

3. Pangkat dan Jabatan Pegawal
Fangrat menmpolon edutuken wang meanuniukkan lnskatan jabatan
berdasarkan tingkal kesulitan, tanggung jawab, dampak, dan persyaratan
kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajlan aparatur
sipil negara. Jabatan PNS terdir atas 3 (tiga ) Jabatan, yakni:
1) Jabatan administrasi, Jenjang jabalan administrasi dari yang paling tinggi ke
yang paling rendah terdin atas;

a) Jabatan administrator, bertanggung jawab memimpin pelaksanaan
saluruh kagiatan palavanan publik sarta administras) pamarnntahan
dan pembangunan

b) Jabatan pengawas. bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan
kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.

c} Jabatan pelaksana; bertanggung jawab melaksanakan kegiatan
pelayanan publik serta administrasi pemenntahan dan pembangunan

FPejabat Administrasi dilarang rangkap jabatan sebagai JF (Jabatan

Fungsional) adapun persyaratan PNS vana yang akan dianokat dalam
jabatan Administrator dan Pengawas adalah
+ Persyaratan administratif

= Berstatus Pegawai Negeri Sipil

» Serendah-rendahnya memiliki pangkat setingkat lebih rendah dibawah
jenjang pangkat yang dipersyaratkan ;
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= Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan,

= Memiliki prostasi kerja yang baik sesual kotentuan yang borlaku.

= Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan

« Sehat jasmani dan rohani,

v Telah mengikult promosi terbuka dan dinyatakean (Ulus sebapal lalant poo!
Selain persyaratan tersebul diatas Pejabat Kepegawaian perlu memperhatikan

faktor - -Senioritas dalam kepangkatan, Usia, Pendidikan dan Pelatihan ( Diklal )
jabatan dan pengalaman.

< Tahapan Usulan Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon lll dan IV
« Tim Baperjakat Provinsi Sulawes! Selatan membahas tentang calon
namangku [abatan struktural vang akan divsulkan untuk memdudiki
jabatan termaksud dengan mengacu pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
< Adapun persyaratan PNS yang yang akan diangkat dalam |abatan
fungsional umum adalah sebagai berikut pengangkatan dalam Jabatan
Fungsional Umum, sampai dengan saat ini masih bersifal otomatis, artinya
bahwa PNS yang bukan pemangku Jabatan Struktural atau Fungsional

Tertentu, secara atamatie diangkat dalam jabhatan funasianal umum danaan

segala kewajiban dan hak yang melekat pada PNS yang bersangkutan
2] Jabatan Fungsional Tertentu

Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara
langsung kepada pejabat pimpinan tinggl pratama, pejabat administrator,
atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan
tugas jabatan fungsional tertentu, dimana jabatan tersebul memiliki tugas
mambarikan palayanan funasional vang bardagarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu, adapun kategori jabatan fungsional terdiri atas:

al. Jabatan fungsional tertentu keahlian, terdiri atas:

= Ahli utama;
» Ahli madya,
= Ahl muda; dan
o Ahli pertama.
b). Jabatan fungsional keterampilan, terdiri atas:
* Penyelia;
« Mahir;

« Terampil
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FPK dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya
untuk menetapkan pangangkatan dalam .Jabatahan fungsianal tertantu salain

Ahl Madya.

Tahapan usulan pengangkatan dalam jabatan fungsional tertentu adalah sebagai
benkut :

« Calon pemangku jabatan mengajukan penetapan angka kredit yang
dipersyaratkan (untuk pengangkatan pertama) ke Instansi Pembina atau
pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

« Kepala Sub Bagion tata Ulesha memfasilitasi dengan menyusun Dafiar Lisul
Penetapan Angaka Kredit { DUPAK ) dan pengantar yang ditanda tangani
oleh Direktur UPT RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah

« Usulan disampaikan kepada Instansi Pembina Angka Kredit melalul Tim
Angka Kredit untuk ditetapkan .

« Setelah angka kredit ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, calon
pemangku jabatan diusulkan untuk diterbitkan Surat  Keputusan
Penganakatan ke dalam labatan Fungsinnal Terentu aleh pajabat vang
berwenang, dalam hal ini, Kepala Badan Kepegawaian Caerah Provinsi
Sulawes! Selatan,

« Badan Kepegawaian Provinsi Sulawesi Selatan menerbitkan Sk
Penganakatan ke dalam Jabatan Fungsinnal Tertentu dengan segala
kewajiban dan hak yang melekat pada pemangku jabatan fungsional
dimaksud.

3] Jabatan PFimpinan Tinggi; berfungsl memimpin dan memotivasi setiap
Penawai ASN pada Instansi Pemerintah Penganakatan dalam Jdahatan
Fungsional tertinggl diatur dan ditentukan oleh Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan

4, Pengembangan Karier Pegawai

Pangembangan  karder PNS  sohogaimana  dimokesud  dilskukan
berdasarkan Kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instans

Pemerintah. Pengembangan  karier dilakukan melalul  manajemen

pengembangan karier dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas

Penyelenggaraan manajemen karier PNS sebagaimana bertujuan untuk:

a. Memberikan kejelasan dan kepastian karier kepada PNS;

b. Menyeimbangkan antara pengembangan kaner FNS dan kebutuhan mstansi,
e, Meningkatkan kempetensi dan kinerjo Pis; ¢
d. Mendorong peningkatan profesionalitas PNS

T ———— e ———
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Sasaran penyelenggaraan manajemen karier PNS yaitu:

a. Tersedianya pola kaner nasional dan panduan penyusunan polakarier Instansi
Pemerintah;

b, Meningkatkan kinera Instansi Pemerintah

Manclemen pengembangan karier sebagaimana disslenggarakan ditinghkat;
a. Instansi

b. naslanal,

Manaieman pengambangan kaner PNS dilakukan melalui

a. mutasi;

b promosi.

c. Penugasan khusus

Rencana pengembangan karier sebagaimana meliputi rencana;
a. PNS yang akan dikembangkan kariemya;

b. penempatan PNS sesual dengan pola karier,

. bantuk pengembangan karier,

d. wakiu pelaksanaan; dan

e. prosedur dan mekanisme peangisian Jabatan.

Rencana pengambangan karier sebagaimana dimaksud disusun untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun melalui aplikasi e formasi Menpan. Dalam
manyurun parancanaan pengembangan karar terebih dahulu mamatakan
jabatan administrasi, dan jabatan fungsinal teringgi yang akan diisi dan
merencanakan penempatan PNS dalam Jabatan tersebut sesual dengan
kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instans:.

Fengisian dan penempatan PNS dalam jabatan fungsional tertingg
dilakukan melalul mutasi dan/atau promosi secara terbuka melalui seleksi
Talent yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawes Selatan.
Pemantauan dan  avaluari  pengambangan  karer  di tingkat instansi
sebagaimana dimaksud dilakukan setiap tahun dan digunakan untuk
penyempurnaan perencanaan tahun benkutnya

Pengembangan karier pegawai dengan mengembangkan kompetensi pegawal
% Pengertian

Untuk menciptakan aparatur yang memiliki kompetensi jabatan dalam

melaksanakan lugas searang PNS. dinerlukan muty prafesionalisme. sikan

pengabdian dan kesetiaan dalam rangka pengembangan baik melalui
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pendidikan dan pelatihan maupun melalui upaya promosi serla mutasi.
< Pangamhangan Pagawal Malalui Pandidikan Farmal

a) Tugas Belajar

PNS yang terpilih untuk melaksanakan tugas belajar dalam upaya
pemenuhan tenaga yang memiliki kompetensi tertentu, dan selama
melaksanakan tugas belajar dibebaskan darl semua tugas organik dengan
tetap dipenuhi hak-hak kepegawaiannya sesual dengan ketentuan yang

beriaku, dan akan didaya gunakan kemball setelah selesal mengikuti tugas
belalar dimakeaud

Tahapan Tugas Belasar |

» HKepala Sub Bagian Tata Usaha mengusulkan kepada pejabat yang
berwenang terhadap PNS yang ditunjuk untuk mengikuti fugas belajar

» Pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Keputusan Tugas Belajar
atas PNS yang bersangkutan, yang menyebutkan wakiu dimulainya
tunas helajar serfa yang terkait dengan pendanaan terhadap hugas
termaksud.

+ HKepala Sub Bagian Tata Usaha membuat usulan pemberhentian jabatan
sementara beserta hak berupa tunjangan bagi pemangku jabatan
fungsional, pada bulan ketujuh terhitung selak penetapan dimulainya
tugas belajar,

» Bagl pemangku jabatan struktural, maka usulan pemberhentian jabatan
akan di sampaikan tarhitung paiabat termaksud melaksanakan higas
belajar,

» Setelah selesai mengikuti tugas belajar, pejabat yang berwenang
menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian PNS yang telah selesai
mengikuti tugas belajar untuk didayagunakan di instansi pengusul

» Direktur UPT RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Provinsi Sulawes: Selatan
mendayagunakan kembal tenaga termaksud untuk melaksanakan tugas

sesual dengan kempatensl vang diperoleh salama tuaas balajar

b). ljin Belajar
FNS pada UPT RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah yang alas
kemauan sendin ingin meneruskan ke jenjang pendidikan formal yang
lebih tinggl dengan blaya sendiri, dilaksanakan diluar jam kena

kedinasandan tidak mengganggu tugas-tugas kedinasan yang
dipnrmynknn kapada PNS vana bereanakutan
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Tahapan |jin Belajar :

= PNS yann bersangkutan menaajukan permohonan  tartulis  kepada
Direktur melalul mekanisme yang beriaku

= Direktur memberikan disposisi terhadap surat permohonan termaksud
dan diteruskan ke Kepala Sub Baglan Tata Usaha.

= HKepala Sub Bagian Tata Usaha membual surat jawaban sesuai disposisi
Direktur

=  PNS yang disetujul mengikuti ljin Belajar, maka harus melengkapi berkas
! pareyaratan pangaiuan liin Belajar kepada nejabal vang harwsnang Ca
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

* Direktur mengusulkan Surat permohonan ijin belajar yang telah disiapkan
oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha kepada pejabat yang berwenang

= Badan Kepegawaian Daerah Provinsl Sulawes| Selatan menerbitkan
Surat ljin Belajar, dengan menyebutkan berbagal ketentuan yang harus
ditaati dan dilaksanakan oleh PNS yang mengikutl ljin Belajar

< Pengambanaan Pegawai Melalul Pendidikan dan Pelatihan
a} Diklat Prajabatan

Diklat Prajabatan merupakan Diklat yang dipersyaratkan dalam
pengangkatan CPNS menjadi PNS. Setiap CPNS untuk dapat diangkat
menjadi PNS wajib mengikuti dan lulus diklat prajabatan. CPNS wajib
dilkutsertakan dalam diklat Prajabatan selambat-lambatnya 1 (satu)
tahun setelah pengangkatannya sebagai CPNS. Diklat Prajabatan
dimaksudkan  untuk  memberikan  penastabuan  dalam  ranaka
pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian, dan etka PNS
disamping pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan
pemenntahan Negara, bidang tugas, dan budaya organisasinya agar
mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagal pelayan masyarakat,

Dikiat Prajabatan terdiri dari .

» Diklal Prajabatan golongan | untuk menjadi PNS golongan |

= Diklat Prajabatan Colongan ! untuk menjadi PM2 Calongan !
+ Diklat Prajabatan Golongan Il untuk menjadi PNS Galonganli|

Tahapan Usulan Prajabatan bagi CPNS UPT RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah
Provinsi Sulawesi Selatan:

« UPT RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Provinsl Sulawesi Selatan menerima
pemberitahuan dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan tentang pelaksanaan Diklat Prajabatan

h
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= Kepala Sub Bagltan Tata Usaha menginventarisir jumiah CPNS yang akan
divsulkanuntuk menaikuti Diklat Prajabatan

* Menginformasikan kepada CPNS tierkait tentang pelaksanaan Diklat
Prajabatan danmeminta berkas kelengkapan yangdiperlukan

» Direktur mengusulkan CPNS yang dikutsertakan dalam [Diklat prajabatan
keépada pejabatvang beraenang Ca. BED Provinsi Sulawesi Selatan.

b} Diklat Kepemimpinan
Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan atau disingkat Diklatpim

dilaksanakan untuk mencapal persyaralan kompetensi Kepemimpinan
aparatur pemarintah yang sasuai dengan eniang ahatan struktural yvang
ditentukan. Kompetensi dalam Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
ini merupakan salah salu syarat yang harus dipenuhi bagi PNS yang
diangkat dalam jabatan struktural dalam rangka memenuhi kompetensi
jabatannya disamping syarat- syarat lain yang ditentukan Oleh sabab itu,
Diklat ini ditujukan bagi mereka yvang akan dan/atau telah menduduki
|abatan struktural di UPT RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Dengan
damikian maka keikutsartaan dalam Diklataim 0 sifatnya salekif dan
dilkuti atas dasar penugasan dan bukan merupakan fasilitas yang bersifat
terbuka dan lidak dapal diminta sebagai hak.

Diklatpim yang di ikuti oleh pegawal/pejabat struktural pada UPT RSKD Ibu

dan Anak Siti Fatimah adalahsebagal berikut :

= Diklatpim Tingkat IV, yang dipsruntukkan bagi pemangku jabatan Eseion |V

* Diklatpim Tingkat I/, yang diperuntukkan bagi pemangku jabatanEselon |1l

¢] Diklat Fungsional

Diklat fungsional merupakan Dikial yang diaksanakan untuk
mencapal persyaratan kompetensi yang sesual dengan jenis dan jenjang
jabatan fungsional masing-masing pemangku jabatan fungsional yang
ditetapkan oleh instansi Pembina jabatan fungsional yang bersangkutan

Tahapan Usulan untuk mengikuti Diklat Fungsional bagi pegawai
UPT RSKD lbu dan Anak Siti Fatimah adalah sehagai hernkut -

« SKPD menerima pemberitahuan/informasi pelaksanaan Diklat fungsional
dari BKD provinsi Sulawesi Selatan, Badan Diklat Prov Sulawesi Selatan
atau darn Instansi PFembina Jabatan Fungsionalterkait.

* Kepala Sub Bagian Tata Usaha menginventarisir pemangku jabatan
fungsional dan disampaikan kepada Direktur .

= Direktur memilih dan menugaskan pemangku jabatan terkait sesual
denaan alokas: pesarta yana diminta dar pihak penyelengoar

T ————
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« Membual usulan calon peserta Dikiat Fungsional yang ditugaskan oleh
Diraktur dan disampaikan kenada pihak panyalengoara

= Membuat surat Penugasan kepada Calon peserta Diklat Fungsional yang telah
diusulkkan

d) Diklat Teknis

Diklat Teknis merupakan Diklal yang dilaksanakan untuk
mencapal persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk

pelaksanaan tugas PNS. Kompetensl teknis yang dimaksud adalah
kemampuan  PNS  dalam  bidana-hidang  teknis  tertentu  untuk

pelaksanaan tugas masing-masing.
Tahapan usulan mengikuti Diklat Teknis bagi pegawai UPT RSKD
Ibu dan Anak Siti Fatimah adalah sebagail berikut
» SKPD menerima pemberitahuan / informasi pelaksanaan Diklat Teknis
dari Provinsi Sulawesi Selatan Cq. BKD Provinsi Sulawesi Selatan atau
dari Badan Diklat Provinsl Sulawesi Selatan.
= Kepala Sub Bagian Tata Ussha menpinvantarisir penawal vang terkait
dengan pelaksanaan Diklat teknis termaksud dan disampaikan kepada
Direkctur
« Direktur memilih dan menunjuk pegawai yang akan ditugaskan untuk
mengikuti Diklat Teknis termaksud
* Membuat usulan calon peserta Diklat Teknis dan disampaikan kepada pihak
penyelanggara Diklat Teknis.
*  Membuat Sural Panugasan kepada Pagawal vang ditugaskan untuk mangikiti
Dikiat Teknis
5. Pola Karier
Untuk menjamin keselarasan potensi PNS dengan penyelenggaraan
tugas pemerintahan dan pembangunan, perlu disusun pala karier PNS yanag
terintegrasi secara nasional Pola karier PNS merupakan pola dasar
mengenal urutan penempatan dan/atau perpindahan PNS dalam dan antar
posisi di setiap jenis Jabatan secara berkesinambungan. Adapun Pola karier
PNS sebagaimana dimaksud terdiri atas:
a] pola karler instansi; dan
b) pola karier nasional
Satiap Instanst Pemerinizh menyusun  polz  karer  instansi
sebagaimana secara khusus sesual dengan kebutuhan berdasarkan pola
karier nasional. Pola karier PNS dapat berbentuk:

_
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a. Horizontal yaitu perpindahan darn salu posisi Jabatan ke posisi Jabatan
lain yang satara balk di dalam satu kelompok maupun antar kelampok
J&, JFT, atau JPT,
b, Vertikal yaitu perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan yang
lain yang lebih tinggi, di dalam satu kelompok JA, JFT, atau JPT, dan
c. Diagonal, yaitu perpindahan dan satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan
lain yang lebih tinggi antar kelompok JA, JFT, atau JPT.

Fenempatan Kemball Pegawai adalah penugasan kembali pegawal
pada tugasiabatan baru atau jabatan yvang berbeda sasual denoan
kompetensi yang dimiliki, Sasaran penempatan pegawal baru diberikan
kepada;

* Pegawal yang selesai menjalankan pendidikan baik melaiuiijin belajar

atau tugas belajar

« Pegawal yang mutasi /rotasi intern dengan peminatan lain

Tata Cara penempatan pegawai baru menjadi Tugas Pokok Kepala
=subh Rasian Tata Usaha Oleh karena itu pegawsl baro dilakgkan analisa
penempatan berdasarkan kompetensi di  Seksinya masing-masing
selanjutnya untuk dibuatkan Surat Keputusan di. Kepala Sub Bagian Tata
Usaha Hal-hal yang berkaitan dengan Iatacara, jadwal, evaluasi
pelaksanaan dan pelaporan diatur lebih lanjut oleh Kepala Sub Bagian Tata
Usaha

6. Promosi

Promos! sebogzimana merupakan bentuk ‘sola karer yang dapat
berbentuk vertikal atau diagonal, PNS dapat dipromosikan di dalam
dan/atau antar JA dan Jabatan Fungsional tertinggi keterampilan, Jabatan
Fungsional tertinggi ahli pertama, dan JFT ahli muda sepanjang memenuhi
persyaratan Jabatan, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi. PNS
yang menduduki Jabatan administrator dan JFT Ahli Madya dapat
dipromosikan ke dalam JPT pratama sepanjang memenuhi persyaratan
dahatan, mengikuti, dan lulus seleksi terhuka, dengan memparhatikan
Kebutuhan organisas:. PNS yang mendudukli JFT Ahll Utama dapat
dipromosikan ke dalam JPT Madya sepanjang memenuhi persyaratan

Jabatan, mengikuti, dan lulus seleksi terbuka, dengan memperhatikan
kebutuhan organisasi.
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7. Mutasi

Mutast PNS dapat ditakokan didalsrn Inshansl maupun kelosr instenst {inber
dan antar instansi).

1) Mutasi didalam instansi
Mutasi dalam instansi adalah perpindahan antar dari unit kena di lingkup UPT
RSKD |bu dan Anak Siti Fatimah Provinsi Sulawes: Selatan, dimaksudkan
guna meningkatkan kinerja dan pengalaman PNS yang bersangkutan, untuk
menghindan kejenuhan dalam bekerna dan/atau guna mengantisipasi
teriadinya hal-hal vana lidak diinginkan vana cendening pada pelangaaran
terhadap ketentuan/perundang — undangan yang berlaku.

Tahapan mutasi‘rotasi PNS adalah sebagai berikut :

« Rencana mutasi dan masing-masing unit kerja dibahas dalam rapat
FPejabat Struktural Kepegawaian besama seksi-seksi pada lingkup UPT
RSKD Ibu dan Anak Sili Fatimah.

« Hasil keputusan rapat disampaikan sebagai rekomendasi atau
masukan keapada Dirsktunnhik mengambil kehilakan iehih lanjut

» Direktur menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan mamberikan
disposisi persetujuan dan disampaikan kepada Kepala Sub Bagian Tata
Usaha

* Kepala Sub Bagian Tata Usaha membuat Surat Keputusan Alih Tugas
sesual dengan disposisi Direktur

» Setelah ditandatangani oleh Direktur, Surat Keputusan Alih Tugas
disampaikan kapada PNS vana dimutasi

= Semua proses/mekanisme mutasi pegawai/alin tugas bersifal rahasia

2) Mutasi antar instansi

« Mutasi antar Instansi Pemerintah adalah perpindahan PNS dan dan ke
UPT RSKD |bu dan Anak Siti Fatimah.Provinsi Sulawesi Selatan dengan
berbagai alasan yang dapat dipertimbangkan oleh pimpinan.

Tahapan Mutasi PNS yang mengajukan pindah dari UPT RSKD Ibu dan

Anak Siti Fatimah Provingi Sulawesi Selatan ke Instansi lain, adalah

sebagal berikut :

» PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis kepada
Direktur UPT RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Provinsi Sulawesi Selatan
dengan telah dilampiri surat rekomendasi/persetujuan dari instansi yang
akan dituju .

Direktur UPT RSKD lbu dan Anak Siti Fatimah Provinsi Sulawesi Selatan
mandeleaasikan kepada Kepala Raoian Tata Usaha untuk membahas
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permohonan termaksud.

= Mopsts Sub BagianTats Usaha mengkaji, diperimbangkan aotay ditunda
atau tdak disetujs, dengan berdasarkan pertimbangan alasan
kepindahan, jenis ketenagaan, dan formasi

» Hasil pembahasan disampaikan kepada Direktur sebagai masukan untuk
langkah seianjutnya.

« Apabila permohonan disetujui, maka Kepala Bagian Tata Usaha
meneruskan usulan mutasi tersebul kepada pejabal yang berwenang.

= Kepindahan PNES yang bereangkutan dilaksanakan apabila sudah ada
surat keterangan bebas temuan dan SK mutasi telah diterbitkan oleh
pefabat yang berwenang

Tahapan Mutasi bagi PNS yang akan pindah bekerja di UPT RSKD lbu

dan Anak Siti Fatimah Provinsi Sulawesi Selatan, adalah sebagai

berikut:

» PNS mengajukan permohonan ke Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
Cq Badan Kepeoawaian Daesrah, apabila di satujul maka BKD Provins
Sulawesi Selatan akan memproses dengan mengirimkan  surat
perselujuan kepada Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Selatan yang
merupakan induk dari UPT RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah

* Dinas Kesehatan selanjutnya bersurat kepada UPT RSKD Ibu dan Anak
Sitt Fatimah untuk mengonfirmasi kesediaan menerima pegawal
lersebut

= UPT RSKD |bu dan Anak Sitl Fatimsh dalam hal Inl menginmian surat
balazan kepada Dinas Kesehatan, dan |ika formasi tersedia maka akan
langsung dibuatkan surat pemanfaatan tenaga yang selanjutnya akan
dikirim kemball ke UPT RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah

* UPT RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah akan memproses surat
pemanfaatan tenaga tersebut dengan melakukan disposisi surat kepada
Hirektur kamudian membuat Surat Pamyataan Malakukan Tugas (SPMT)

sehingga pegawai tersebut telah absah bertugas di UPT RSKD lbu dan
Anak Siti Fatimah

8. Penilaian Kinerja
Penilaian Kinarja merupakan salah saty unsur penting  dalam
manajemen. Pengawasan merupakan salah satu fungsi dari manajemen
yang berujuan untuk memberikan umpan balik terhadap pelaksanaan
kedalatan sesuai dengan yang telah direncanakan

h
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Penilaian Kinerja Kepegawaian merupakan saiah satu fungsi
manaleman kapeaawalan (Pangelalaan Sumbar Dava Manusial yvang
bersifat kolektif dan berupa suatu proses kegiatan yang meliput
pengumpulan data dan/atau informasi | evaluasi penilaian, serfa koreksi atau
saran perbalkan atas kekurangan danfatau penyimpangan dalam
pelaksanaan manajemen kepegawaian (Pengelolaan Sumber Daya
Manusia) yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

WeCAra umum penaawasan Sumber Daya manusia di UPT RSKD by
dan Anak Siti Fatimah dilaksanakan .

a. Evaluasl kinerja Staf Medis dievaluasi berdasarkan kinerja menggunakan
OPPE (On Going Profesional Practice Evaluation) yailu suatu metode yang
digunakan oleh institusi pelayanan kesehatan untuk melakukan evaluasi
klinis, evaluasi pengembangan profesi dan evaluasl prilaku eotik staf
kesehatan yang memberikan pelayanan dengan menggunakan kriteria yang
suddah ditatapkan Rumah Sakit denaan data yang ralevan yvang dilakeanakan
sebap enam bulan sesual dengan Peraturan Perundang-undangan
Evaluas) kinerja Staf Kiinis dan Non Klinis dievaluasi berdasarkan Sasaran Kerja
Pegawal dan Perilaku Pegawal yang dilaksanakan setiap enam bulan dan
setiap tahun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2018,
Adapun unsur Penilaian Prestasi kerja terdin dari :

4) Penilaian Sasaran Kerja Pegawai meliputi aspek:
= Kualitas
« Kuantitas
« Wakiu
« Biaya
bl Penilalan Perilaku Kerja Pegawal meliputi aspek
» Orientasi Pelayanan
* Intergritas
= HKomitman
= Disiplin
« Kerjasama
« Kepemimpinan

b. Evaluasi kinerja profesi staf klinis baru dilaksanakan sekurang-kurangnya
1 (satu) bulansejak pegawal tersebut dinyatakan diterima bekerja;

. Fvaluasi hlinnrj.-n ataf kiinie hnrl-minnjutnn dilaksanakan 1 {nnh:} tahun sakali
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d. Evaluasi penugasan ulang staf klinis (re-kredensial) dilakukan maksimal
satiap A (tiga) tahunsakall
9. Pengajian dan Tunjangan
Fengajian dan Tunjangan adalah semua pendapatan yang berbentuk
uang diterima oleh pegawai sebagai imbalan stas jasa yang diberikan oleh
pemerintah berupa Gaji, honorarium, insentif, dan jasa Pelayanan

< Gaji
(Gaji merupakan halas jasa atau penahargaan atas hasll kera sesearang
Setiap pegawal berhak memperoleh gaji yang layak sesuai dengan
pekerjaan dan fanggung jawabnya. Pada dasamya setiap pegawai beseria
keluarganya harus dapat hidup layak dari gajinya, sehingga dengan
demikian pegawal dapat memusatkan perhatian dan kegiatannya untuk
dapal melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan demikian
gajl pegawai negen harus diusahakan oleh negara memenuhi kebutuhan
minimum karena apahbila pegawai tetap tartakan aleh aail yana fidak cukup
dibandingkan dengan kebutuhan sehari-hari maka akan dapat menimbulkan
akibat-akibat negative. Gaji pegawai terdin dari
1) Gaji Pokok
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam suatu pangkat diberi gaijl
pokok berdasarkan golongan ruang yang ditetapkan untuk pangkat tersebut
Gaji pokok untuk CPNS adalah sebesar 80% dan gaj pokok yang
diparuntukkan hagl Pegawai Negen Sipil tersabul, Peaawal Negari Sinil vana
diangkat dalam suatu pangkat lebih tinggi dari pangkat lama, diberikan gaji
pokok baru berdasarkan pangkat baru yang segaris dengan garis pokok dan
masa kerja golongan dalam golongan ruang menurut pangkat baru
Sedangkan Pegawai Negeri Sipil yang diturunkan pangkatnya lebih rendah
dari pangkat lama diberikan gaji pokok berdasarkan pangkat baru yang
segaris dengan gaji pokok dan masa kerja golongan ruang menurut pangkat
lama
Z) Kenaikan Gaji Berkala
Kenaikan gaji berkala diberikan kepada Pegawal Negerl Sipil apabila
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut
» Telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji

berkala
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Pembenan gajl berkala dilakukan dengan surat pembentahuan dari
Direktur LUPT RSKD Ibu dan Anak Sitt Fatimah Provingi Sulawesi Salatan
atas nama pejabal yang berwenang kepada Kepala Biro Keuangan SETDA
Propinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 2 bulan sebelum kenaikan gaji
berkala tersebut berlaku, dengan demikian maka gaji berkala dapat
diterima kepada PNS yang bersangkutan tepat pada waktunya.

PNS yang tidak memenuhl persyaratan kenaikan gaji berkala dapat
ditunda untuk paling lama 1 tahun, dan apabila setelah penundaan tersebut
PNS vang bersangkutan belum  juaa memenuhl svaral  oelaksanaan
pekerjaan maka kenalkan gaji berkalanya ditunda lagi tiap-tiap kali paling
lama 1 tahun Penundaan gaji berkala dilakukan dengan surat keputusan
pejabat yang berwenang.

% Tunjangan
Uniuk mendukung kesejahteraan PNS beserta keluarganya disamping gaji
pokok diberikan pula berbagai macam tunjangan yaitu tunjangan istri/suami,
tuniangan anak tuniangan [abatan funiangan pangan dan lain-lain

< Insentif dan Honorarium

Insentif dan Honorarium adalah penghasilan yang diterima oleh PNS selain
dan gaji pokok yang bersumber dar dana BLUD/APBD Propinsi Sulawesi
Selatan sesuai yang diberikan dengan ketentuan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

< Jasa Pelayanan
Jasz Pslaysnon adalah imbolan yang diberikan oleh pemerntoh otas
kontribusi langsung yang diberikan terhadap pelayanan yang dilakukan di
UPT RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah. Pengaturan tentang pola dan bobot
pemberfian [asa pelayanan diatur melalui Surat Keputusan Direktur UPT
RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah dengan mengacu pada Peraturan
Gubernur Sulawes| Selatan. Pembernan Jasa Pelayanan dilaksanakan setiap
bulan yang besamya tergantung dan pendapatan UPT RSKD lbu dan Anak
Hiti Fatimah
Adapun ketentuan dan pola Jasa Pelayanan telah diatur dalam Surat
Keputusan Direktur UPT RSKD lbu dan Anak Siti Fatimah,
Dengan demikian, maka dengan adanya jasa pelayanan ini diharapkan
dapat memberikan motivasi kinerja pegawal dan  meningkatkan
kesejahteraan secara adil dan proporsional
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10.Penghargaan
Unfuk mendoreng dan meninakatksn prestasl ke sariy unbuls msmunuk

kesehiaan terhadap Negara, maka Pegawa Negerl Sipll yang telah
menunjukkan prestasi kerja, maka diberikan penghargaan oleh pemenntah
bentuk penghargaan terdin dan

1} Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
Kenaikan Pangkat merupakan salah satu elemen penting dalam pembinaan
karier PN, karena melalul kenaikan pangkal yang tepat waktu dan tepat

gagaran diharapkan akan manumbubkan samanaat karia baal PNS vaqna
bersangkutan. Kenaikan Pangkat merupakan Penghargaan yang diberikan
atas pengabdian PNS terhadap Negara yang dimaksudkan sebagai dorongan
kepada PNS untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya
Penode Kenakan pangkat PNS ditetapkan tanggal 1 April dan 1 Oktober
setiap tahun kecuall Kenaikan Pangkat Anumerta dan Kenalkan Pangkat
Fengabdian. Masa Kerja untuk kenaikan pangkat dihitung ssjak
penganakatan srbagal Calon Pegawai Negen Sipll  Adapun jenis Kanaikan
Pangkat tersebut adalah sebagai berikut

% Kenaikan Pangkat Reguler

Kenaikan Pangkat Reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada
PNS yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada
jabatan. Kenaikan Pangkat Regulerdiberikan kepada PNS yang
* Tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu;
* Melaksanakan tugas belalar yang sebelumnya Sdak menduduki
jabatan struktural atau fungsional terlentu:
« Syarat-syarat Kenaikan Pangkat Regular adalah sebagai berikut -
- Berstatus PNS,
- Tidak melampaul pangkat atasan langsung;
- Masih dalam jenjang kepangkatan;
- Lulus ujian yang dipersyaratkan;
- Memiliki Prestasi Kerja Baik
- Sekurang- kurangnya telah empat tahun dalam pangkat terakhir,
< HKenaikan Pangkat Pilihan

Kenaikan Pangkat Pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang
diberikan kepada PNS atas prestasi kerja yang tinggi. Kenaikan Pangkat
Pilihan diberikan kepada PNS yang
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a) Menduduki Jabatan Struktural
PNS yang mendudtkt jshatan strukhirsl yang panghkatnys masth satu
tingkat dibawsh jenjang pangkat terendah yang ditentukan dalam
jabatan itu, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggl, apabila
telah satu tahun dalam pangkat terakhir dan sekurang-kurangnya telah
satu tahun dalam jabatan struktural yang diduduki, dihitung sejak
pelantikan. PNS yang diangkat dalam jabatan struktural yang
pangkatnya masih setingkat lebih rendah dari yang dipersyaratkan
dalam jabatan tersebut dan ielah empat tshun ataw lebih dalam
pangkat terakhir, maka dapat dipertimbangkan pada periode kenaikan
pangkat setelah pelantikan

b} Menduduki Jabatan Fungsional tertentu
Kenaikan pangkat bagi PNS yang menduduki |abatan fungsional
tertentu, diberikan apabila :
+ Sekurang-kurangnya telah dua tahun dalam pangkat terakhir;
= Telsh memenuhi angks kredit yang telsh ditentukan;
* Memiliki prestasi kerja baik dalam dua tahun terakhir,

% Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljazah

Kenaikan Pangkat Pl dapat dipadimbanakan apabila

= Diangkat dalam jabatanftugas vang memerlukan keahlian/
kemampuan yang sesual dengan ijazah yang diperoleh,

» Sekurang — kurangnya telah satu tahun dalam pangkat terakhir;

=  Memiliki prestasi kerja baik dalam 2 tahun terakhir,

* Memenuhi jumiah angka kredit tertentu untuk jabatan fungsional;

+ Telah lulus Ujian Penyesuaian ljazah.

% Kenaikan Pangkat Anumerta

PNS yang dinyatakan meninggal dunia dalam kondisi pns aktif diberikan

Kenaikan Pangkat Anumerta setingkat lebih tinggl, yang berlaku sejak

yang bersangkutan dinyatakan meninggal. Pemberian Pangkat

Anumerta harus  diusahakan sebelum PNS  yang meninggal

dimakamkan dan Surat keputusan pangkat anumerta tersebut
handaknya dibacakan pada wakty upacara pamakaman  Dengan

demikian hendaknya diterbitkan Surat keputusan Sementara oleh pejabat
yang berwenang.

T ————————————————————
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% Kenaikan Pangkat Pengabdian
¥enatkan Ponghkat Pengabdian diberikan kepada PNES yang meningaal
dunia atau mencapai batas usia pensiun. Penetapan/pemberian Kenaikan
Pangkat Pengabdian berdasarkan ketentuan sebagai berikut

+« Memiliki masa kena PNS selama sekurang-kurangnva 30 tahun
secara terus menerusdan sekurang-kurangnya telah satu bulan dalam
pangkat terakhir.

+« Memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 20 tahun secara
terus menerus dan sekurang-kurangnya telah satu tahun dalam
pangkat terakhir.

* Memiliki sekurang-kurangnya masa kerja 10 tahun secara lerus
manarue dan sekurang kurangnya telah dua tahun dalam panokat

terakhir

2) Satya Lancana Karya Satya
Penghargaan adalah tanda keharmatan vana dianugerahkan kenada
PNS sebagai penghargaan atas jasa — jasanya terhadap Negara
Macam dan bentuk Satya Lencana Karya Satya yaitu
= Satya Lencana karya Satya 10 Tahun, berwarna perunggu:
» Satya Lencana karya Satya 20 tahun berwarna perak;
« Satya lencana karya satya 30 Tahun berwama emas
3) Cuti
Keeaiahteraan hbagi pegawai UPT RSUD Sayang Rakval dibarikan datam bantuk

< Cuti PNS
Dalam rangks usaha menjamin kesegaran [@smani dan rohanl , maka
kepada PME setelzh bekerja datam kurun wakiu tertentu perly diberikan

Cutl, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Manajemen PNS Cuti adalah keadaan tidak masuk bekerjayang diljinkan
dalam jangka wakiu tertentu, Tujuan diberikan Cuti adalah untuk
memberikan kesempatan istirahat bagi PNS dalam rangka menjamin
kesegaran jasmani dan rohani. Jenis Cuti PNS adalah -

- Cuti Tahunan,

- Cuyti Beaar

- Cuti Sakit;

- Cuti Bersalin;

- Cuti Alasan Penting
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Cuti Diluar tanggungan Negara. Pengaturan Cuti secara Teknis
sesual denganparaturan perundang — undangan yang berlaku

4) Asuransi Kesehatan (Askes)

Satiap  orang memelikl  resika  vang  sama  untuk  fereerang
penyakit.tanpa kecuall PNS. Oleh karena lu perlu perlindungan kesehatan
bagi PNS yang melipui pengocbatan, perawatan sehingga para PNS
terjamin kesejahteraannya. Asuransi Kesehatan (ASKES) adalah jaminan
pemberian pelayanan kesehatan yang diberikan kepada PNS.

11. Disiplin
Peneaakan disiplin PNS pada LUPT RSUD Sayang Rakyat Provinsl Sulawesi
Selatan melalui

1} Penegakan Peraturan Disiplin PNS
Salah satu elemen pengawasan PNS adalah dengan

ditetapraniys Peraturan Pemenitall Nomor 84 Tahun 2021 tenitang
Disiplin Pegawai Negen Sipil. Peraturan Disiplin Pegawal Negeri Sipil
diundangkan dengan tujuan agar dapat menjamin terpeliharanya tata
tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas Pelanggaran disiplin
adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatanPNS yang melanggar
larangan ketentuan disiplin PNS. baik yang dilakukan di dalam
maupun diluar jam kedinasan
al Hukiman Disinlin

Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS
karena melanggar peraturan disiplin PNS. Penjatuhan hukuman
disiplin berdasarkan pada asas keadilan sesual dengan pelanggaran
yang dilakukannya  Berdasarkan hasil pemeriksaan atas

pelanggaran disiplin yang dilakukan, kemudlan diputuskan jenis
hukuman disiplin yang setimpal dengan kesalahan yang dilakukan
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bj Tingkat Hukuman Disiplin terdin dan Jenis Hukuman Disiplin Ringan
adalah :

- Teguran lisan;

- Teguran tertulis;

- Pemyataan Tidak Puas secara Tertulis.
Jenis Hukuman Disiplin Sedang terdir dari

- Penundaan KGB selama 1 (satu) tahun;

- Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 (satu) tahun:

- Penurunan pangkat setingkat lebih rendah sefama 1(satu) tahun;
Jenis Hukuman Disiplin Barat tardid darj ;

- Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.

- Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih
rendah;

- Pembebasan dari jabatan

- Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
sebagai PNS;
- Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Tata cara penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS UPT RSKD Ibu
dan Anak Siti Fatimah yang tidak mentaati kewajiban dan melanggar
larangan peraturan disiplin PNS dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang beriaku.

Pengawasan Melalui Presensi haran dan Apel serta Upacara
Rendara Prasansi harian marupakan sarana kantral bagi atasan atas
kehadiran pegawal Sedangkan presensi Apel dan atau Upacara bendera
dimaksudkan untuk memberikan motivasi terhadap ketaatan pegawai di
dalam melaskanakan salah satu kewajibannya. Tindak lanjut dari
pengawasan melalul presensi, apabila berdasarkan presensi kehadiran
diketahui melalaikan kewajibannya dalam kurun wakiu terlentu, maka

dapat sebagai dasar untuk diberlakukannya sanksidisiplin sesual dengan
kelentuan vang haraku

h
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12. Pemberhentian

Berdasarkan Peraturan Pemerintan Momor 32 Tahun 1879 dan
Peraturan BKN Nomor 3 tahun 2020 Tentang Pemberhentian PNS
Femberhentian sebagai pegewai neger sipil adalah pemberhentian yang
menyebabkan yang bersangkutan tidak lagi berkedudukan sebagai PNS
Seorang PNS dapat diberhentikan sebagai PNS, karena alasan sebaga
berikut -

1) Pemberhentian atas permintaan sendiri

Famberhantian atas parmintaan sandinl artinva PNS vana maminta
berhentl, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS Namun demikian
permintaan tersebut dapat ditunda untuk paling lama 1 tahun apabila ada
kepenbingan dinas yang mendesak Permintaan seorang PNS dapal ditolak
apabila yang bersangkutan terikat pada ikatan dinas, sedang menjalani
wajib militer dan yang serupa itu sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. PNS yang diberhentikan dengan hormat atas
parmintaan  eendin dibankan hak-hak kepeaawaian sesual paraturan
perundang-undangan yang beriaku apabila saat berhenti usia telah
mencapal 50 tahun dan masa kerja telah 20 tahun, maka kepadanya
dibenkan hak pensiun

2} Pemberhentian karena mencapal batas usia pensiun

Batas usia pensiun seorang PNS adalah 58 tahun. Namun demikian
gajl PNS yang menjabat jabatan tertentu dapal diperpanjang sampai usia
B5 tahun PNS vang telah mancapai hatas pensiun diberhantikan srhAana
PNS dan kepadanya diberikan hak-hak Kkepegawaian sesual peraturan
perundangan yang berlaku selambat-lambatnya 15 bulan. Sebelum PNS
mencapal batas pensiun, pimpinan instansi wajib memberitahukan kepada
PNS yang bersangkutan bahwa ia akan diberhentikan sebagai PNS

m
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Berdasarkan pemberntahuan tersebul PNS mengajukan permohonan
barhanti dangan hak pengiun PNS yana telah mancapai hatas usia pengiun
tetapt tidak mengajukan permohonan berhenti, diberhenbkan dengan
hormat sebagal PNS dengan mendapat hak-hak kepegawaian sesuai
peraluran perundangan yang berlaku berdasarkan dala yang ada pada
instansi yang bersangkutan
Tahapan usulan pensiun PNS UPT RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah
Kepala Sub Bagian Tata Usaha, membuat surat pemberitahuan kepada PNS
vana ditandatangani aleh direktur paling lamhbat 15 bulan kapada PNS yang akan
memasuki usia pensiun dan minta tanggapan apakah PNS yang bersangkutan
akan mengambil masa persiapan pensiun atau tidak.

» PNS yang bersangkutan memberikan jawaban kepada direktur tentang
pernyalaan akan mengambil dan atau tidak mengambil masa persiapan
pensiun

« PNS vyang bersangkutan diminta untuk segera membuat surat
parmahonan berheantl dengan harmat dangan hak pangiun kepada
direktur

« Kepala Sub Bagian Tata Usaha membuat surat usulan kepada pejabat
yang berwenang tentang pemberhentian dengan hormat dengan hak
pensiun dan usulan kenalkan pangkat pengabdian bagi PNS yang akan
pensiun dan telah memenuhi syarat- syaral yang telah ditentukan

« Sural usulan pensiun dan kelengkapan berkasnya dimintakan pengesahan
nada diraktur

« Kepala Sub Bagian Tata Usaha mengurus proses penerbitan SK pensiun
ke instansi terkait sampal dengan diterbitkannya SK pensiun bagi PNS
yang bersangkutan.

« Proses pengajuan usulan pensiun dilakukan 1 tahun sebelum batas
waktu pensiun sehingga diharapkan SK pensiun yang bersangkutan
telah diterbitkan 3 bulan sebelum yang bersangkutan mulai pensiun

e —————]
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3) Pemberhentian karena adanya penyederhanaan organisasi
Perubahan  sotusneatisn  organisast  negara  adakalanya
mengakibatkan kelebihan PNS. Apabilia terjadi hal demikian maka PNS
yang kelebihan itu disalurkan kepada satuan organisasi lainnya.
4) Pemberhentian karena melakukan tindak pidana/penyelewengan
Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai
PNS karena :
Melanggar sumpah janji PNS, sumpah/janji jabatan atau pelanggaran
digiplin harat  dihukum peniara bardasarkan kepitusan nangadilan yana
sudah mempunyai kekuatan hukum fetap, karena dengan sengaja
melakukan tindakan pidana kejahatan yang diancam pidana penjara
setinggi-tingginya 4 tahun atau ancaman pidana lebih berat. Pemberhentian
sebagaimana tersebut dapat dilakukan dengan hormat atau tidak dengan
hormat, tergantung pertimbangan pejabat yang berwenang atas beral atau
ringannya perbuatan yang dilakukan dan besar atau kecilnya akibat yang
ditimbulkan aleh perbuatan i PNS diberhantikan tidak dengan harmat
apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan
yang telah mempunyal kekuatan hukum tetap karena
- Melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan
jabatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 sampai dengan Pasal
436 KUHP.

- Melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam pasal
104 sampal dengan 161 KUHP

5) Pemberhentian karena tidak cakap jasmani atau rohani
Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak-
hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku apabila
berdasarkan tim penguji kesehatan dinyatakan :

- Tidak dapat bekerja lagi dalam semua |jabatan negen karena kesehatannya
Menderita penyakitkelainan vyang berbahaya bagl dirinya sendin
atau lingkunaan kerjanva

- Setelah berakhimya cuti sakit belum mampu bekerja kemball

e ——————————— e ——————— e ————
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&) Pemberhentian karena tidak masuk bekerja
PNS vang fidak masuk bekaerja tanpa alasan yang sah salama 46 (ampat
puluh enam) harl kerja atau lebih secara kumulatif, maka akan
diberhentikan dengan hormat bdak atas permintaan sendin atau
diberhentikan tidak dengan hormat sebaga) Pegawai Neger Sipil.
7) Pemberhentian karena meninggal dunia atau hilang
- PNS yang meninggal dunia, dengan sendirinya dianggap diberhentikan
dengan hormat sebagal PNS
- PNS yana hilana dianonan meningaal dunia pada akhir bulan ke 12 sajak
ia dinyatakan hilang, apabila diketemukan kembali sebelum melewali 12
bulan dan masih hidup/sehat maka dipekarakan kembali sabagai PNS,
8) Pemberhentian karena sebab lain

PNS yang lidak melaporkan din kemball pada instansi induknya
setelah habis menjalankan cutl diluar tanggungan negara diberhentikan
dengan hormat sebagai PNS dengan berbagal pertimbangan.

13. Jaminan Pansiun dan Jaminan Hari Tua

1) Tapera PNS

Perumalan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia, bdak
terkecuali para PNS. Namun demikian, kemampuan keuangan PNS sangat
terbatas, sehingga perlu diupayakan cara agar kebutuhan tersebut dapat
dipenuhi. Untuk itu perlu usaha gotong-royong berdasar kebersamaan,
kekeluargaan dan kesetiakawanan PNS melalul tabungan perumahan.

- Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapara) adalah
salah salu program yang dicanangkan oleh pemerintah dalam upaya
membantu PNS untuk mendapatkan perumahan Adapun maksud dan
tujuan Taperum PNS adalah : untuk membantu uang muka pembelian
rumah dan/atau membantu sebagian biaya pembangunan rumah bagi
PNS yang sudah memiliki tanah sendiri. Ketentuan lebih lanjut tentang
Taperum PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemernintah Nomor
75 Tahun 2020 tantana penvelanagaraan Tabunagan Parumahan Rakyat

e ——————— e —
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1) Santuan Uang Duka PNS yang meninggal Dunia
BMS yong meninggal dunia mendapatkan santitnan berupe uvang duka
yang diterimakan kepada ahll warlsnya ( Suamifisteri/anak ).
Tahapan pengajuan santunan uang duka PNS adalah sebagai berikut |

« Kepala Sub Bagian Tata Usaha membuat usulan kepada Gubemur
Sulawesi Selatan Cq Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan untuk mendapatkan santunan uang duka bag ahli
waris PNS yang meninggal dunia, dengan dilampin Surat Kematian,
Akta Nikah dan SK Pangkat Terakhir PNS vana meninaaal dunia

« Direktur mengusulkan kepada pejabat yang berwenang sesual dengan
ketentuan yang berlaku.

« Ahli waris menerima uang santunan di BKD Provinsi Sulawesi Selatan

3) Uang Tali Asih PNS yang Purna Tugas
Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Sefatan
yang telah memasuki pumna tugas (pensiun) akan menerima uang tall asih
dari pemenntah Provingl Sulawesi Salatan

Tahapan pemberian uang tall asih adalah sebagai beriku -

« Untuk PNS Golongan | dan |l akan diusulkan untuk mengikuti
pembekalan puma tugas vyang diselenggarakan oleh Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sedangkan untuk
PNS Golongan |ll dan IV tidak periu mengikuti pembekalan,

« Setelah selesai mengikuti pembekalan, PNS yang bersangkutan
mandapatkan sartifikal pambekalan

« Direktur UPT RSKD |bu dan Anak Siti Fatimah mengusulkan
Pemberian Bantuan Tali Asih ke Gubermur Sulawesi Selatan Cq.
Badan Kepegawalan Daerah

* Menjelang puma tugas PNS yang bersangkutan dipanggil untuk
menerima bantuan uang tali asih yang ditenmakan d Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawes! Selatan,

e —————— e —
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14. Perlindungan
1} Pemeriksaan Kesehatan Pegawai

Seluruh pegawal UPT RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah wajib
melaksanakan pemeriksaan kesehatan pegawal secara berkala
Pamerikeaan kesshatan terssbut hertujuan untuk
a. Deteksi dinl kesehatan seluruh pegawal UPT RSKD Ibu dan Anak Siti

Fatimah. Dengan mengetahu lebih dini penyakit yang dialami oleh

pegawai maka dapat lebih dini pula penanganannya.

b, Evaluasi penempatan pegawai terkait dengan hasil pemernksaan

2). Pemeriksaan Kesehatan Khusus

Pemeariksaan kesehatan khusus  dilaksanakan untuk
menindaklanjuti  hasil pemariksaan kesshatan megulerbarkala  dari
kemungkinan terjadi penyakit akibat kerja dan rekomendasi pelaporan
karyawan yang mengalami kecelakaan kerja selama bekerja dan
menganalisa peralanaan penyakit akibat kerqa untuk menempatkan
kembali setelah sembuh darl sakit. Jenis pemeriksaan kesehatan khusus
disesuaikan dengan kebutuhan Pemernksaan kesehatan khusus dilakukan
di instalasi tertentu :

1. Parindungan Kakarasran di Tampat Karia

Kekerasan ditempat kerja adalah tindak keksrasan (lermasuk
ancaman atau kekerasan fisik) yang ditunjukkan kepada seseorang yang
sedang bekerja atau sedang bertugas seperti, pembunuhan, pemerkosaan,
perampokan, membuat luka, serangan fisik, menendang, mengigit,
memukul, meludahi, mencakar, meremas. mencubit, pelecehan ( termasuk
seksual dan merendahkan asalfsuku ), pemarah, intimidasl, ancaman,
peRnaasingan dar peroauian meningaalkan pesan yana menvingaung,
postur yang mengancam, gerakan yang kasar, menganggu dengan alat
kerja. sikap yang bermusuhan, sumpah serapah. teriakan. memanggl
dengan sebutan nama yang buruk, sindiran dan mendiamkan dengan
sengaja

L
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Sefiap tindakan kekerasan ditempat kerja wajib dilaporkan ke Kepala
Sub Raagian Tata Liraha deangan malampirkan buktl pemarkszasn fisik dan

laporan kronologis sebagal dasar pembuatan Berita Acara Pemeriksaan
dan rencana tindak lanjut.

NO | PRIDRITAS AREA RESIKO PENGENDALIAN RESIKO
| RESIKO
i . Resiko kejahatan
. RUANG pencurian bayi | Pemasangan CCTV
1 1 PERINATO
LOGI
Resiko perselisihan
2 2 APOTEK Kkeluarga pasien FPemasangan CCTV
denganpetugas
farmasi
Huru hara/keributan/
pengeroyokan Resiko | Penempatan Satpam 24
3 3 lete] e Seibs e | duRie Jam  FPermasangan
perawat dan GGV
el keluarga pasien
LOKET Resiko kejahatan
4 4 KEUANGAN pencurian/perampoka Pemasangan CCTV
| | | T = .
i Resiko kejahatan
ncunan | Sepedamotor, [Penempatan petugas parklr 24jam
elm, spion mobil, emasangan cclvdiarea parker
- 5 AREA bobolanmobil )
> FARIIR Resiko persalisinan |
petugas dan pengunjung
6 & RUANG Pencurian dokumen Pemasangan CCTV
l HEKAM Fahaii
. MEDIK Medik

D S
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BAB VI
PERENCANAAN SDM

Vi.1, Dasar Hukum
Dasar hukum perencanaan SDM adalah sebagai berikut

1. Undang-undang Nomor 36 tahun 2014 tenlang tenaga kesehatan

2. Undang-undang nomor 5 Tahun 2017 tentang Aparatur Sipil Negara,

3. Undang-undang Nomar 36 tahun 2008 tentang Kesehatan

4. Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemernintahan Daerah

f  Peraturan Pemerintah No. B7 tshun 2018 tantana  pangelalaan  Tenaga
Kesahatan

& Peraturan Pemernintah Nomar 53 Tahun 2010 tentang Disiplin pegawal

7. Peraturan pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang manajemen PNS

g8 Peraturan Pemerintah No. 25 tabun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsl sebagal daerah otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 No.54. Tambahan Lembaran Negara No
A857) |

9. Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
Keputusan Menkes No. B50/MENKES/SKN/2000 tentang Kebljakan

10. Keputusan Menkes Mo 850/MENKES/SKN/2000 tentang Kebijakan
Pengembangan TenagaKesehatan tahun 2000 - 2010,

11. Profil JFT BKN tahun 2019

12 Keputusan Menkes No. 1277/MENKES/SK/XIf2001 tentang Organisasi
dan Tata Keria Departaman Kesshatan

13. Keputusan Menkes No. O04/MENKES/SKAN/2003 tahun 2003 tentang
Kebijakan dan StrategiDesentralisasi Bidang Kesehatan,

ﬂ
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Vi.2. Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Pegawal
1. Limum
Jumlah dan susunan jabatan Pegawai Negerl Sipil yang
diperiukan suatu susunan organisasi ditetapkan dalam suatu formasi
untuk jangka wakiu tertentu berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerna
yang harus dilaksanakan dengan tujuan agar unit organisasi itu mampu
melaksanakan tugasnya secara berdaya guna, berhasiiguna dan
berkesinambungan..
2. Tujuan
Tujuan ditetapkannya formasi adalah agar satuan organisasi
mempunyal jumiah dan mutu pegawal yang memadai sesuai dengan
beban kerja dan tanggung [awab pada masing- masing arganisasi .
3. Penyusunan Formasi
Proses penyusunan formasi di UPT RSKD Ibu dan Anak Siti
Fatimah, dilakukan dengan tahapan sebagaiberikut
al  Panyusunan Pola Ketanagaan adalah hentuk struktur yang betap
atas tenaga yang diperiukan pada suatu organisasi
bl. Anafisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk
memperoleh data jabatan serta mengolah menjadi informasi
jabatan yang dipergunakan untuk analisis kebutuhan pegawai
dalam kurun waktu tertentu.
¢}  Penyusunan Daftar Susunan Pegawai (DSP) adalah Daftar peta
iahatan yana menunjukan nama labatan, jumiah farmasi, uraian
tugas, pangkat/Golongan, syarat jabatan (pendidikan formal, diklat
struktural, diklat tekmis, diklat fungsional, pengalaman fabatan),
dan bezetting (kekuatan pegawal)
4. Pengusulan Formasi
a) Direktur UPT RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah mengusulkan Daftar

formasi kebutuhan pegawai berdasarkan Daftar Susunan Pegawal
yana telah disusun oleh Kepala Sub Ragian Tata Usaha kepada

e
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b} Gubernur Sulawesi Selatan Cq Kepala Biro Orgamisas: dan Tata
Lakgana Pravinel Sulawasi Salatan

¢} Biro Organisasi dan Tala Laksana Provinsi Sulawesi Selatan
memproses usulan Formasi darl semua SKPD Provinst Sulawesi
Selatan dan disampaikan usulan kepada pejabal yang berwenang
sesual dengan ketentuan yang berlaku.

d) SKPD Menerima penetapan jumiah formasi dalam tahun anggaran
yang bersangkutan dan Pejabat Pembina Kepegawalan (Gubernur
Siulawesl Salatan)

5. Ewvaluasi dan Pemutakiran Pola Ketenagaan

g} Setelanh formasi dilaksanakan dilakukan penempatan maupun
penempatan kembalisesual faktor kompetensi

b) Rencana dan Pelaksanaan strategi dimonitor secara berkelanjutan dan
diperbarui sesuaikebutuhan

¢} Dilakukan proses koordinasi bersama pimpinan unit layanan

untuk update perencanaan ketenagaan unit

Vi3,  Perencanaan SDOM
Perencanaan SOM adalah suatu proses yang sistematik daiam
wpaya unhuk pandayagunaan SOM dalam mencapail tujuan arganisasi
adapun tujuan adanya perencanaan SDM ini adalah :
Meningkatkan pendayagunaan SOM
- Menyelaraskan aktivitas SDM dengan ftujuan organisasi dimasa datang
secara efesien
- Penghematan dalam pengadaan pegawal
- Memperluas basis informasi manajemen SOM guna membantu
aktivitag pereanalia danunit arganisasi yang lain

Penggunaan orang secara lebih efesien dan adil dipekerjaan

e —————————————————— e —
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vi.4. Ruang Lingkup dan Tata laksanan Proses Perencanaan SDM
Adapun niang fingkup proses perancanaan SOM/pegawal di LIPT
Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah meliputi
1. Direktur UPT RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah
2. Kasubag Tata Usaha dan para Kasie UPT RSKD Ibu dan Anak Siti
Fatimah
3. Setiap Unit di UPT RSKD lou dan Anak Siti Fatimah
Dalam proses perencanaan SDM Rumah Sakit menetapkan
pendidikan, keterampilan, pengetahuan dan persyaratan lain bagi ssiuruh
staf yang diperiukan sebagai upaya memproyeksikan susunan staf untuk
memenuhi kebutuhan staf,
Perimbangan pimpinan Rumah Sakit dalam melakukan
perancanaan SOM adalah dengan mempartimbangkan -
1.Misi Rumah Sakit
2, Jumiah Pasien yang dilayani dibandingkan dengan jumiah tenaga yang
tersedia
3. Jenis Pelayanan yang tersedia di Rumah Sakit
4 Teknologi yang digunakan oleh Rumah Sakit dalam asuhan pasien
Perencanaan inl dipergunakan untuk mengatur
Fenugasan kamhali etaf dan satu unit keria atay palavanan ke unit karja
atau pelayanan lainnya dalam menjawab perubahan kebutuhan pasien
atau kekurangan staf
Pertimbangan dalam permintaan staf untuk ditugaskan kembali
berdasarkan nilai budaya atau kepercayaan agama.
Kebijakan dan prosedur untuk alihtransfer tanggung jawab dari satu
petugas ke petugas lainnya, bila tanggung jawab itu berada diluar

wilavah tangauna [awah vang hiasa dari pelugas tersebut
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Proses perencanaan dibuat dalam bentuk Pola Ketenagaan UFPT RSKD
Ibu dan Anak Siti Fatimah, dalam bentuk tartulis dan mangidentifikasikan jumlah

sefta jenis staf yang dibutuhkan dengan keterampilan, pengetahuan dan

ketentuan lain yang dibutuhkan oleh masing-masing unit kerja dimana proses

perencanaann SDM di awali dengan ;
. Menyusun Analisa Jabatan (ANJAB)

Analisa Jabatan adaiah proses, metode, dan teknik untuk
mendapatkan data jabatan yang diclah menjadi informasi jabatan Dalam
panataan sistam manajemen SOM Aparatur khususnya panataan PNS,
diperlukan informasi dasar yaitu informasi tentang jabatan yang diperoleh
dan analisa jabatan oleh karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan
adalah analisa jabatan. Langkah vyang dimaksud bertujuan untuk
memperoleh informasi tentang karakteristik pekerjaan yang ada disetiap
unit kerja yang selanjutnya dirumuskan atau diformulasikan menjadi
jabatan Rumusan jabatan kemudian dijadikan dasar untuk melakukan
barbagai kegiatan manaiemen di bidana kepegawaian  diantaranya
menyusun jabatan.

Analisa Jabatan merupakan suatu cara mendasar dalam manajemen
sumber daya manusia untuk mendapatkan gambaran menyeluruh dan
‘engkap mengenal sualuy posisi jabatan dalam organisasi, serta
merancang program dan kegiatan penataan jabatan dan peningkatan
kompetens! [abatan,

Aspak dalam Analisa Jahatan

Analisa Jabatan pada hakekatnya adalah analisis organisasi sesuai
dengan hakekatnya, maka aspek pokok yang dianalisis dalam analisa
jabatan adalah pelaksanaan pekerjaan yang menjabarkan fungsi-fungsi
yang ada disetiap unit kerja, selain itu aspek lain yang di analisis antara
lain adalah bahan-bahan yang dipergunakan dalam bekera berikut

peralatan kerjanya, keadaan tempat kerja, serta hal-hal lain yang
mampenaaruhl kemampuan kera
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< Data dan Sumber Data
1. Data
Dalam menganalisis jabatan diperlukan berbagai macam data, data utama
adalah pekernaan yang dilaksanakan oleh pegawai, pekerjgan yang
dimaksud adalah pelaksanaan tugas sehari-hari oleh pegawai.
2. Sumber Data Sumber Data adalah
Para kepala ruang unit kerja
b. Pegawal yang bersangkutan
e Surat-surat keputusan tantang arpanisas

d. Laporan pelaksanaan kegiatan
e. Literatur atau referensi lain yang berkaitan dengan misi atau fungsi organisasi
< Hasil Analisa Jabatan

Hasil analisa jabatan merupakan informas: jabatan yang terdin dari
Uraian Jabatan danPeta Jabatan, Uraian Jabatan meliputi ;
a. |dentitas jabatan

b, Ringkasan Tugas Jabatan
c. Rincian Tugas Jabatan

d. Wewenang

o Tanaaung Jawah

f. Hasil Kerja

g. Bahan Kerja

h. Perangkat Kerja

i, Hubungan Jabatan

|. Keadaan Tempat Kerja

k. Upaya Fisik

I Kemungkinan Resiko Bahasya, dan
m. Syarat Jabatan

e ——
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Analisa Jabatan dapat digunakan untuk tujuan kepegawalan, antara lain :
- Parhaikan sistem rekrutmean/salaksl peaawai

- Informasi penting penilaian jabatan

Penyusunan jenjang kanr

- Penyempurnaan pola mutasi/promosi/rotas
Perbaikan program pelatihan dan pendidikan pegawai

< Langkah-langkah Penyusunan Anjab Di UPT RSKD lbu dan Anak Siti Fatimah

1.

2,
3.

Dibentuk Tim Penyusun Analisa Jabatan yang beranggotakan setiap
pemangku jabatan

Setiap enis jabatan harus memiliki informasi jabatan

Setlap pemangku jabatan melakukan analisa jabatan dengan

mengisi Form InformaslJabatan

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mengolah dan menganalisa hasil

analiaa jabatan deripemangly iabatan

Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun analisa jabatan

Direktur UPT RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah menetapkan analisa jabatan
Hasil analisa jabatan disampaikan ke Biro Organisasi dan Tata

Laksana Provinsi SulawesiSelatan sebagal bahan pertimbangan
perencanaan kebutuhan SDM tingkat Provinsi,

ﬁ_-—_.
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L INFORMAS! JABATAN

— == S

L =5 7

1. Nama Jabatan ' —
2. Kode Jabatan -

3. Unit Kerja S UPT RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah
Eselon |l : Diraktur ..,
Eseion IV . Kepala Seksi ...

4. Kedudukan Dalam Struktur Organisasi :

h
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DIREKTUR |
dr. Hj. KUSRINI A. PASINRINGI, MMR |

" ¥ 0 ;
i | I I
o M s
SMF e
USAHA
 SEKSI SEKSI SEKS| SARANA &
PELAYANAN & KEPERAWATAN PRASARANA
PENUNJ : Km_ | Hi. 5T. MADLAM B, SKR, M. Kes SUKITMAN, 5.Xe0. M_Kes
de. SITTH RAHPMAN, 5 Ked

5. |khtisar Jabatan
6. Uralan Tugas

“
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7. Bahan Kerja

Bahan Kerja

Penggunaan Dalam Tugas

B. Perangkat Km'ji_almlnt Kerja

NO

Digunakan Untuk Tugas

9. Hasil Kera

Hasil Kerja

10. Tanggung jawab
11. Wewenang
- e e

11_ﬂﬁmﬂlﬂﬂ Jabatan

NO

Jumlah Satuan

Wakty Yang Diperlukan

Jabata

Unit Kerja/Instansi

NO

13. Kondisi Lingkungan Kerja

Aspek

Faktor

= O WA B L Ry s

o @

Tempat kerja
Suhu

Udara

Kadaan
RuanganlLetak
Penerangan

| Suara

| Keadaan Tempat Kerja

Gataran
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14. Resiko Bahaya

NO FisikiMental

15, Syarat Jabatan
a. Pangkat/Gol Ruang
b. Pendidikan
C.  KuorsysCiklad
Panjamangan

Teknis

o Poigalarmon Fone

|
¢

] TEEHEESEn
4) Berat Badan
5) Postur Badan
B)  Paenarnpiian
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8. Menyusun Analisis Kebutuhan Pengawai berdasarkan beban pekerjaan (ABK)
Untuk dapat mengetahui kebutuhan tenaga yang ideal di UPT RSKD

Ibu dan Anak Siti Fatimah dimana dapal menggambarkan kesanjangan antara
kondisi rit saat ini dengan kebutuhan tenaga yang ideal diperlukan suatu
perhitungan yang fepatl dengan melakukan analisis terhadap kebutuhan tenaga
srahingoa dapat maninokatkan afesiensi dan afektifitag unit kena

RSKD fbu dan Anak Sitt Fatimah sebagai salah satu UPT (Unit
Pelaksana Teknis) yang berada dibawah Dinas Kesehatan Provinsl Sulawesi
Selatan, didalam melakukan analisis beban kerjanya menggunakan Analisis
Beban Kera (ABK) berdasarkan Peraturan Menter Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Momor 1 Tahun 2020
tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kena.

Analisis bebhan karfa adlah suahby teknik manaiemean yvang dilakiukan
secara sistematis untuk memperplah informasi mengenai tingkatl efeklifitas
dan efesiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja. Analisis Beban Kerja
dilaksanakan berdasarkan aspek-aspek sebagai berikut -

a) Norma Waktu

b} Volume Kerja

¢] Jam Kerja Efektif

Analisiz Rehan Keria dilaksanakan recara sistematia dengan tahapan sabagai berikut

al Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan

Formulir Isian berupa pengumpulan data dan inventarisasi pemangku |abatan
Wawancara

- Pengamatan Langsung
Refaransi
b) Pengolahan Data
Rekapitulasi jumlah beban kerja jabatan
Perhitungan kebutuhan pejabat/pengawas tingkat efesiensi

T T eee—ooooooo o ————— —
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c} Penelaahan Hasil Pengolahan Data

dl Panstapan Hasil Analiziz Raban Karia

Analisis beban kerja yang disusun menghasilkan berupa

a. Efektivitas dan efesiensi jabatan

b. Prestasi kerja jabatan dan prestasi kenja unit

c. Jumlah kebutuhan pegawai/pejabat

d. Jumiah beban kerja jabatan dan jumlah beban kerja unit dan
e, Standar norma waktu kerja

Langkah-langkah analisi= kebutuhan pegawsi
1. Setiap bagian/unit pelayanan melakukan analisis kebutuhan pegawai

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha menganalisa dan menyusun peta jabatan
yang menyajikaninformasi tentang kebutuhan tenaga dar masing-masing
bagian/unit pelayanan.

3. Direktur UPT RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah menetapkan hasil analisa
kebutuhan pegawal tersebut Didalam penyusunan Analisa Jabatan maupun
Analisa Beban Kaera ssbagal proses parencanaan S50M harus manaetahul
uraian tugas dari masing-masing jabatan yang dipangku oleh setiap orang.
Uraian tugas juga dibutuhkan bagi profesional kesehatan ketika seseorang yang
utamanya menjalankan tugas manajerial seperti manajer departemen/unit kerja
atau memiliki tugas-tugas ganda Uraian tugas tersebut merupakan dasar
penugasan stal, dasar onentasl terhadap pekerjaan mereka, dan dasar evaluasi
tentang seberapa balk mereka melaksanakan tanggung jawab tugasnya Setiap
staf wajib mamiliki uraian tugas, sehagal bagian dar uraian jahatan staf yang
merupakan gambaran umum mengenal kompleksitas jabatannya Didalamnya
tercakup uraian tugas, bahan dan alat pelaksanaantugas, hasil kerja tanggung
jawab wewenang, korelasi jabatan kondisi lingkungan kerja dan resiko bahaya
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Contoh Formulis ABK :
DINAS KESEHATAN PEMERINTAH PROVINS! SULAWES! SELATAN

UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAYANG RAKYAT

PENGUKURAN BEBAN KERJA
MNafa Jabatal . Uil
Organisas: - lkhfisar
Jabatan

Makassar, . LA

Mengetahul Atasan Langsung Yang membuat

M
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BAB VII
SISTEM PENILAIAN KINERJA PEGAWAI

VIi.1. Pengertian Penilaian Kinerja PNS

Penllaian kineria Peaawa: Neqsr Sl adalah penilalan secara periodik
pelaksanaan pekerjaan seorang Pegawal Neger Sipll. Tujuan penllaian kinerja
adalah untuk mengetahui keberhasilan atau ketidak berhasilan sesorang
Pegawai Negeri Sipil, dan untuk mengetahui kekurangan-kekurangan dan
kelebihan-kelebihan vyang dimiliki oleh Pegawal Negeri Sipil yang
bersangkutan dalam melaksana-kan tugasnya Hasil penilaian kinerja
digunakan sebagal bahan pertimbangan dalam pembinaan Pegawai Negeri
Sipil, antara lain pengangkatan  kenaikan pangkat, pengangkatan dalam
|abatan, pendidikan dan pelatihan. serta pembernan penghargaan. Penilaian
kinerja Pegawai Negen Sipil dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekenaan Pegawai
MNegean Sipil

VIl.2. Unsur-unsur Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil
Unsur-unsur yang dinilai dalam melaksanakan penilaian pelaksanaan

pekerjaan adalah
1. kesebaan

prestasi kerja,

tanggungjawab;

ketaatan,

kejujuran,

kerjasama;

prakarsa, dan

kepemimpinan

N B B W
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Kesetiaan, Yang dimaksud dengan kesetiaan, adalah kesetiaan, ketaatan,

dan pangabdian kapada Pancasila, Undana-Undang Dasar 1045 Naaara, dan

Pemerntah. Unsur kessatiaan terdin atas sub-sub unsur penilaian sebagai

berikut:

1. Tidak pemah menyangsikan kebenaran Pancasila balk dalam ucapan,
sikap, tingkah laku, dan perbuatan,

2. Menjunjung tinggl kehormatan MNegara dan atau Pemerintah, serta
senantiasa mengutamakan kKepentingan Negara dar pada Kepentingan dir
sendiri, sesecrang, ataugolongan;

i. Berusaha memperdalam pengetahuan tentang Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945 serta selalu berusaha mempelaian haluan Negara,
polittk Pemerintah, dan rencana-renca pemerintah dengan tujuan untuk
melaksanakan fugasnya secara berdayaguna danberhasilguna,

4. Tidak menjadi simpatisan/anggota perkumpulan atau tidak pernah terlibat
dalam gerakan yang bertujuan mengubah atau menentang Pancasia
Undang-Undang Dasar 1945 bentuk MNegara Kesatuan Republik
Indonesia, atau Pemerintah,

5. Tidak mengeluarkan ucapan, membuat tulisan. atau melakukan tindakan
yang dapat dinilai bertujuan mengubah atau menentang Pancasila,
Undang-Undang Dasar 1845, Negara, dan Pemerintah,

Prestasi Kerja

Prestasi kerja adaiah hasi) kerja yang dicapal secrang Pegawai Megerl Sipil
daiam melaksana tugas yang dibebankan kepadanya. Pada umumnya
prestasi kerja seorang Pegawai Neger Sipil dipengaruhi oleh kecakapan,
ketrampllan, pengalaman dan kesungguhan PNS yang bersangkutan Unsur
prestasi kerja terdid atas sub-sub unsur sebagai berikut:

1 Mempunyai kecakapan dan menguasal segala seluk beluk bidang

tugasnya dan bidang lain yang berhubungan dengan tugasnya,
2 Mempunyai keterampilan dalam melaksanakan tugasnya. Mempunyai

pengalaman di bidang tugasnya dan bidang lain yang berhubungan dengan
tugasnya;
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Bersungguh-sungguh dan tidak mengenal waktu dalam melaksanakan tugasnya;
Mempunyai kesegaran dan kesehatan jasmani dan rohani yang baik;
Melaksanakan tugas secara berdayaguna dan berhasilguna:

Hasil kerjanya melebihi hasil kerja rata-rata yang ditentukan, baik dalam

arti mutu maupun dalam arti jumiah

m L B R

Tanggung jawab

Tanggung jawab adalah kesanggupan seorang Pegawal Neger Sipil

menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya

dan tepat pada waktunya serta berani memikul nsiko atas keputusan yang

diambiinya atau tindakan yang dilakukannya. Unsur langgung jawab lerdirl

atas sub-sub unsur sebagai berikut

1. Selalu menyelesaikan tugas dengan sebaik- balknya dan tepat pada waklunya;

2. Selalu berada di tempat tugasnya dalam segala keadaan;

3 Selalu mengutamakan kepentingan dinas daripada kepentingan diri
sendiri, orang lain, ataugolongan,

4. Tidak pernah berusaha melemparkan kesalahan yang dibuatnya kepada orang
lain;

5 Berani memikul risiko darn keputusan yang diambil atau tindakan yang
dilakukannya;

6. Selalu menyimpan dan atau memelihara dengan sebaik-baiknya barang-
barang milik negara yang dipercayakan kepadanya

Ketaatan

Ketaatan adalah kesanggupan seorang Pegawal Negeri Sipil untuk
menaatl segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan
yang berlaku, menaab perintah kedinasan yang diberikan cleh atasan yang
berwenang, serta kesanggupan untuk tidak melanggar larangan yang
ditentukan Unsur ketaatan terdin atas sub-sub unsur sebagai berikut:
1 Menaati peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan yang
beriaku

_—
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2. Menaati perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang
dengan sebaik- baiknya,

3. Membenkan pelayanan terhadap masyarakal dengan sebaik-baknya
sesuai dengan bidang tugasnya;

4. Bersikap sopan santun

Kejujuran, Pada umumnya yang dimaksud dengan kejujuran, adalah

ketulusan hatli seorang Pegawal Neger Sipil dalam melaksanakan tugas dan

kemampuan untuk tidak menyalah gunakan wewenang yang diberikan

kepadanya. Unsur kejujuran terdin atas sub-sub unsur sebagal berikut:

1. Meiaksanakan tugas dengan ikhlas;

2 Tidak menyalahgunakan wewenangnya,

i Melaporkan hasil kerjanya kepada atasannya menurut keadaan yang

sebenarnya.

Kerjasama, Kerjasama adalah kemampuan seseorang Pegawai Negeri

Sipll untuk bekerjabersama-sama dengan orang fain dalam menyelesaikan

sesuatu tugas yang ditentukan, sehingga tercapal daya guna dan hasil

guna yang sebesar-besamya. Unsur kerjasama terdin atas sub-sub unsur

sebagal benkut:

1. Mengetahui bidang tugas orang lain yang ada hubungannya dengan bidang
tugasnya,

2, Menghargai pendapat orang lain,

3. Dapat menyesuaikan pendapatnya dengan pendapat orang lain, apabila
yakin bahwapendapat orang lain itu benar,

4 Bersadia mempertiimbangkan dan menerima usul yang baik darn orang lain;

5 Selalu mampu bekerja bersama-sama dengan orang lain menurut wakiu
dan bidang tugasyang ditentukan;
Selalu bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah walaupun tidak
sependapat.

-_— - O
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Prakarsa, Prakarsa adalah kemampuan seorang Pegawal Negen Sipll untuk
mangambil kaputuran lanakah-langkah atau malaksanakan sasuaty Hindakan
yang diperukan dalam melaksanakan fugas pokok tanpa menunggu perintah
dari atasan. Unsur prakarsa terdirl atas sub-sub unsur sebagai benkut:

1 Tanpa menunggu pelunjuk atau penntah dan atasan, mengambil
keputusan ataumelakukan tindakan yang diperiukan dalam melaksanakan
tugasnya, tetapi tidak bertentangan dengan kebijaksanaan umum pimpinan

1 Berusaha mencan tata cara yang baru dalam mencapai dayaguna dan
hasil guna yang sebesar besamya,

3. Berusaha memberikan saran yang dipandangnya baik dan berguna
kepada atasan, baik diminta atau tidak diminta mengenai sesuatu yang
ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas.

Kepemimpinan, Kepemimpinan adalah kemampuan seorang Pegawal Negen
sipil untuk  mayakinkan arang lain &shingoa dapat dikerahkan sacara
maksimal untuk melaksanakan tugas pokok. Unsur kepemimpinan terdir atas
sub-sub unsur sebagal berikut:

Menguasai bidang tugasnya,

Mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat.

Mampu mengemukakan pendapat dengan jelas kepada orang lain;

Mampu menentukan prioritas dengan tepat

Bertindak tegas dan tidak memihak,

Memberikan teladan baik;

Berusaha memupuk dan mengembangkan kerjasama;

Mengetahul kemampuan dan balas kemampuan bawahan;

o oW B W R s
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Berusaha menggugah semangat dan menggerakkan bawahan dalam
melaksanakan tugas,

« Memperhatikan dan mendorong kemajuan bawahan

« Bersedia mempeartimbangkan saran-saran bawahan.

——
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VIl.3 Tata Cara Penilaian

Fenilaian dilakukan oleh Pejabat Penilai, yaitu atasan langsung Pegawai Negen
Sipil yangdinilai, dengan ketentuan serendah-rendahnya
Kepata Urusan atau pejabat lain yang setingkat dengan itu.
Peiahat Penilal malakukan penilaian pelaksanaan pekenaan terhadap
Pegawal MNeger Sipil yang berada dalam lingkungannya pada akhir
bulan Desember tiap-tiap tahun Jangka wakiu penilaian adalah mulai
bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun yang
bersangkutan. Nilai pelaksanaan pekeriaan dinyatakan dengan sebutan
dan angka sebagai berikut:
1. amat baik =91 — 100
2. baik = 76-30
3. cukup=861-T5
4. sedang = 31-60
5. kurang = 50 ke bawah
Nilai urituk masing-masing unsur penilaian pelaksanaan pekerfaan,
adalah rata-rata dari nilal sub-sub unsur penilaian. Setiap unsur penilaian
ditentukan dulu nilainya dengan angka, kemudian ditentukan nilai
sebutannya. Hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan dituangkan datam
Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan. Pejabat Penilai baru dapat
melakukan penilaian pelaksanaan pekeraan, apabila ja telah
membawahkan Pegawal MNegeri Sipil yang bersangkutan sekurang-
kurangnya B {anam) bulan  Apahbila Daftar Panilaian Palaksanaan
Fekerjaan diperlukan untuk suatu mutasi kepegawaian, sedangkan
Pejabat Penilai belum 8 (enam) bulan membawahi Pegawal Negeri Sipil
yang dinilai, maka Pejabat Penilai tersebut dapat metakukan penilaian
pelaksanaan pekerjaan dengan mengunakan bahan-bahan yang
ditinggalkan oleh Pejabat Penilal yang lama.

_—§—m——mm———— -  —
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Penyampaian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang telah diisi diberikan oleh
Pejabat Penilal kepada Pegawai Negeri Sipil yang dinilai. Apabila Pegawai
Megeri Sipil yang dinilai menyetujui penilaian terhadap dirinya seperti
tercantum  dalam  Daftar  Penilaian  Pelaksanaan Pekeraan  maka &
membubuhkan tanda tangannya pada tempat yang tersedia Pegawal Negeri
Sipll wajibmengembalikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang telah
ditandatangani olehnya kepada Pejabat Penilai selambat-lambatnya dalam
|angka waktu 14 (empat belas) har sejak tanggal diterimanya Daftar Penilaian
FPelaksanaan Pekerjaan tersebut Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
yang telah ditandatangani oleh Pejabat Penilai dan oleh Pegawail Negeri Sipil
vang dinilai dikinmkan olah Paiahat Panilai kepada Atasan Peiahat Panila
yaitu atasan langsung dari Pejabat Penilal, selambat-lambatnya 14 (empat
belas) hari terhitung mulai diterimanya kembali Daftar Penilaian Pelaksanaan
Pekerjaan dari Pegawai Negeri Sipil yang dinilai.

Keberatan Terhadap Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan

Apabila Pegawal Negeri Sipil yang dinilai berkeberatan atas nilai dalam
Daftar Penilaian Pekerjaan baik sebagian atau seluruhnya, maka ia dapat
mengajukan keberatan secara terfulis kepada Atasan Pejabat Penilai
Keberatan tersebut dikemukakan dalam tempat yang tersedia dalam Daftar
Penilaian Pelaksanaan Fekerjaan disertal alasan-alasannya Keberatan
tarsabut di atas disampalkan melalei saluran hirarki dalam iangka waktu 14
(empat belas) han sejak tanggal ditenmanya Daftar Penilaian Pelaksanaan
Pekerjaan tersebut Keberatan yang diajukan melebihi batas waktu 14 (empat
belas) harl tidak dapat dipertimbangkan lagl. Pejabat Penifai memberikan
tanggapan tertulis atas keberatan dari Pegawai Megeri Sipil yang dinilai pada
tempat yang tersedia dan mengirnmkan DOaftar Penilaian Pelaksanaan
Pekerjaan tersebul kepada Alasan Pejabal Penilai selambat-lambatnya 14
(empat balas) han tarhitung mulal saat ia menenma kembali Raftar Panilaian

Pelaksanaan Pekerjaan dan Pegawai Negen Sipil yang dinilai,

e —————
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Keputusan Atasan Pejabat Penilai

Atasan Pejabat Penilai memeriksa dengan saksama Daftar Penilaian
Pelaksanaan Pekerjaan yang disampaikan kepadanya. Apabila terdapat
alasan-alasan yang cukup, Atasan Pejabat Penilai dapat mengadakan
parukahan nilal vang tercantum dalam  Daftar Panilaian  Palaksanaan
Pekerjaan. Perubahan yang dilakukan oleh Atasan Pejabat Penilai tidak dapat
diganggu gugal.

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan baru berlaku sesudah ada
pengesahan dan atasan pejabat penilai pejabat penilai yang merangkap
sebagal atasan pejabat penilal pejabat pembina kepegawaian pusat dan
pejabat pembina kepegawaian daerah adalah pejabat penilai dan atasan
neiahat panilai tartingai dalam lingkungan masing-masing

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan baru beraku sesudah ada
pengesahan dari atasan pejabat penilal pejabat penilai yang merangkap
sebagal atasan pejabat penilai pejabat pembina kepegawaian pusat dan
pejabat pembina kepegawaian daerah adalah pejabat penilai dan atasan
pejabat penilai tertinggi dalam lingkungan masing-masing.

Dafiar penilgian pekerjgan yang dibuat oleh pejabat penilai yang
meranakan meniadl atasan pejabat panilal tidak dapat diganggu gugat daftar
penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil yang menjabat sebagal
pejabat negara atau ditugaskan di luar instansi induknya

Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil dibuat oleh
peiabat penilai dari instansi asal tempat pegawal negen sipll yang
bersangkutan bertugas sebelum diangkat sebagai pejabal negara daftar
penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negen sipil yang dipekerakan/
diperbantukan pada instansl pamarintah lain dibuat oleh pajabat penilal pada
instansi tempat  Pegawal Negeri Sipil yang bersangkutan
dipekerjakan/diperbantukan.

Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawal negen sipil yang
ditugaskan dinstansi/badan lain diluar instansi induknya dibuat oleh pejabat
penilai dengan bahan-bahan yang diperoleh dari instansi/badan lain tempat
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pegawal negeri sipil yang bersangkutan ditugaskan.

Daftar  Panilaian  Pelaksanaan Pakariaan Pegawal Neaari  Sipil
menjalankan tugas belajar oleh Pejabat Penilai dengan bahan-bahan yang
diperoleh dan pimpinan lembaga pendidikan tempat Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan menjalankan tugas belajar.

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawal Negerl Sipil yang
menjalankan tugas belajar di luar negeri dibuat oleh Pejabatl Penilai dengan
bahan-bahan yang diperoleh dari Kepala Perwakilan Republik Indonesia
satampal
Penyampaian Daftar Penilalan Pelaksanaan Pakerjaan

Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan merupakan dokumen
kapeaawaian yang hersifal rahasia. daflar penilaian palaksanaan pekaraan
disimpan untuk selama 5 (lima) tahun mulai tahun pembuatannya. Daftar
penifaian pelaksanaan pekerjaan yang telah lebih dari 5 (lima) tahun tidak
digunakan lagl dan dapat dimusnahkan menurut tata cara yang diatur dalam
perundang-undangan yang berlaku

Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawal neger sipil yang
berpangkat penata tingkat golongan ruang iii/d ke bawah dibuat dalam 1 (satu)
rangkan daftar penilaian pelakeanaan pekeriaan pegawal neger sipil vang
perpangkat pembina golongan ruang Via ke atas dibuat dalam 2 (dua)
rangkap, yaitu 1 (satu) rangkap dikirimkan kepada kepala badan kepegawaian
daerah dan | (satu) rangkap disimpan oleh instansi yang bersangkutan

Vil.4. TUJUAN PENILAIAN

1.Pembinaan dan pengawasan Pegawai Neger Sipil

2 Rencana pengembangan sumber daya manusia

3.Pelatihan dan peningkatan pendayagunaan PNS sesuai tugas dan fungsinya,
4.Dasar untuk pemberian insentif kerja sesuai dengan ketentuan dan peraturan

e —————— e —————————————
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VII.5. KEWENANGAN PENILAIAN

1. Atasan langsung dari Pegawa Negen Sipil berwenang melakukan
penilaian kinerja PegawaiNegeri Sipil di lingkungan unit keranya
1. Alasan langsung berwenang memberikan catatan tambahan sebagai

dasar partimbanaankaoufusan

Vil.6 KELENGKAPAN DOKUMEN PENUNJANG PENILAIAN

1. Dokumen kepegawaian Pegawal Negen Sipil termasuk Uraian Tugas
2 Farmilir panilaian Pagawal Neagari Sipil

3, Foto copy Absensi selama 1 tahun

4, Dokumen Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil

VIl.7. METODE PENILAIAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN UPT RSKD IBU
DAN ANAK SITI FATIMAH

Fenilalan dilakukan oleh atasan langsung. Metode ini merupakan cara penilaian
kineria yang dilakukan alah atasan langeung selaku peiabat penilai Matads ini
merupakan metode penilalan utama yang diterapkan untuk menilai kinerja
Fegawai Negeri Sipil di lingkungan UPT RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah

PROSEDLIR PENILAIAN OLFH ATASAN LANGSUNG
1. Pra-Penilalan

Sebelum dilakukan penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan UPT,
RSKA lhu dan Anak Siti Fatimah diparlukan panvusunan Sasaran Kara Peaawal
dan Perilaku Kerja Pegawai. Sasaran Kerja Pegawai disusun secara spesifik untuk
masing-masing tugas jabatan, sedangkan Perilaku Kerja Pegawai disusun dan
berlaku untuk seluruh pegawai.
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a) Penyusunan Sasaran Kerja:

a Ataran langsung manyusun Sasaran Karja Pegawai Negan Sinil di
lingkungannya masing- masing dengan mengacu kepada Uraian
Tugas masing-masing

b, SKF merupakan rancangan pelaksanaan kegiatan tugas jabatan
sesuai dengan rincian tugas, tanggung jawab dan/atau wewenang
Pegawal Negeri Sipil (jlka ada) sesuai dengan struktur dan tata
kerja organisasi

e SKP dirusun satap tahun pada awal Januar

1) Dalam menyusun SKP, atasan langsung memastikan bahwa seluruh
bidang tugas unit kerja terbagi habis.
3] Dalam menyusun SKP harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a .elas. Kegiatan yang dilakukan harus dapat diuraikan secara jelas

b. Dapat diukur. Kegiatan yang dilakukan harus dapat diukur secara
kuantitas dalam bentuk angka seperti jumiah satuan, jumiah hasil,
dan lain-lain maupun sacara kualitas separti hagil karia sempurna,
tidak ada kesalahan tidak ada revisi dan pelayanan kepada
masyarakat memuaskan, dan lain-lain.

c. Relevan. Kegiatan yang dilakukan harus berdasarkan lingkup tugas
jabatan masing- masing.

d. Dapal dicapai. Keglatan yang dilakukan harus disesuaikan dengan
kemampuan Pegawai Negen Sipil.

e Memiliki tarpet wakty Kegiatan yang dilakukan hanis dapat ditentukan
waktunya

4) Target

. Seliap pelaksanaan kegiatan tugas jabatan hams ditetapkan target yang
akan diwujudkan secara jelas, sebagai ukuran prestas| kerja. Dalam
menetapkan target meliputi aspek sebagai berikut:

L. Kuantitas (Target Output). Dalam menentukan Target Output
(T dapat berupa dokumen, kansep naskah surat keputusan,
paket. laporan, dan lain-lain.

'_ﬁ
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1. Kualtas (Target Kualitas). Dalam menetapkan Target Kualitas
{TK} harus mamprediksi pada mutu hasil kerja vang tarbaik,
target kualitas diberikan nilai paling tinggl 100 {seratus).

3. Waktu (Target Waktu). Dalam menetapkan Target Waktu (TW)
harus memperhitungkan berapa waktu yang dibutuhkan untuk
menyelesaikan suatu pekerjaan, misalnya bulanan, triwulan,
kwartal, semester, dan tahunan

b. Penyusunan target SKP paling sedikit meliputi aspek kuantitas,
kualitae  dan wakhti sesual denaan karakteristik, sifat dan ienis
kegiatan pada masing-masing unit kerja.

5} SKF memuat unsur;

a. Rincian tugas, yang disertai dengan target capaian baik secara
kuantitatif atau kualitatif dan tenggat waktu pencapaiannya

b. Selain tugas jabatan, apabila ada tugas tambahan terkait jabatan
maka dapat dimasukkan sebagai lugas tambahan dan/atau
kreatfitas dalam pelaksanaan kegiatan Tugas Jabatan

6) Afasan Langsung memberikan penjelasan kepada Pegawal Negeri Sipil
atas rancangan SKP bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

7) Pegawal Negeri Sipil dapat meminta penjelasan atas rancangan SKP
yang disusun untuk yang bersangkutan

8) Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menandatangani rancangan

SKP. Dalam hal SKP yang telah disusun tidak ditandatangani oleh

Pegawal Negeri Sipil vang hemangkutan, maka keputiusannya

diserahkan kepada Atasan Pejabat Penilal dan bersifat final
9) Atasan langsung menandatangani SKP untuk Pegawal Negeri Sipil di
lingkungannya setelah Pegawai Negerl Sipil dimaksud menandatangi

SKP

10) Atasan Langsung menyerahkan SKP yang telah ditandatangani kepada

Kepala Seksi masing-masing untuk dilaporkan kepada Kepala Sub

Banian Tata Usaha UPT RSKD Ibu sdan Anak Sitl Fatimah rrhanal

rencana operasional pelaksanaan tugas jabatan.

ﬁ—_——
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11) Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyimpan SKP sebagai data bahan
pRnilaiankinaria pagawal
12) Format SKP dapat disusun sebagal berikut:
SASARAN KERJA PEGAWAINEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN UPT RSKD IBU DAN ANAK SIT| FATIMAH

| 1

2 NIP 2 NIP

; S 5 g —
% Jabatan 4 Jabatan o

5 |  UnitKerda | 5 Unit Kanja

13) Kolom dalam SKFP Pegawai MNegeri Sipil diisi dengan ketentuan sebagal

berikut:
a Kolom | disi dengan data Atasan Langsuno vang terdiri  atas
Nama, NIP,

Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Unit Kerja

b Kolom |l disi dengan data Atasan Langsung vyang terdiri  atas
Nama, NIP,

Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Unit Kerja

c. Kolom Il dilsi dengan Kegiatan/Tugas Jabatan sesual dengan jenis
iabatan masing- masing Peaoawai Neaer Sipil vang herisi ringian
tugas sebagai penerjemahan secara rinci atas uraian tugas.

d Kolom IV diisi dengan bobot kegiatan yang disusun dengan cara
menentukan prosentase nilal kegiatan sesuai dengan tingkat
kepentingan dan/atau kesulitannya.

e. Kolom V diisi dengan Target dar masing-masing kegiatan

f. Koilom V| diisi dengan Tugas Tambahan yang dibebankan kepada

e ——
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Pegawai Negeri Sipil (jika ada).
hl Panyusunan Parilaku Karia Pagawai
1. Nilal perilaku kerja Pegawai Neger Sipil dinyatakan dengan angka
disebutan sebagai berikut

g1 —-100 - Sangal Baik
76 -90 : Baik
61 -75 Cukup
51 -60 - Kurang
50 k& hawah Buiriik
2. Penilaian perilaku kerja meliputi aspek:
- onentasi pelayanan;
- integritas;
- komitmen;
- disiplin; dan
- kerjasama.

3 Cara menilai parlaku kara dilakukan melalui pengamatan alah paiahat
penilai terhadap Pegawai Negeri Sipil yang dinilai

4. Penilaian perilaku kerja dapat mempertimbangkan masukan dari
Pejabat Penilai lain yang setingkat di lingkungan unit kerja masing-
masing

5. Nilal peniaku kerja dapat diberikan paling tinggl 100 (seratus), Penilaian

Perilaku Kerja Pegawai Negeri Sipiidibuat menurut contoh sebagai
barkut

e —— ]
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B I _
" g Penilaian SKP sampai dengan akhir Desember 2020
L S
Desember | sedangkan penilaian perilaku keranya adatah
2020 | sehagai berikut
Orientasi =
Falayanan
| Infegritas = ey Kepaleg .. ...
Karmitmen

Disigtn =

Kerjasama

Kepamampinan =
dumiah 000 0=
Nilal Rata-rata

2. Pelaksanaan Penilalan:

A Bagian Subumum dan Kepeoawaian menvampaikan keoada unit kera
di lingkungan UPT RSUD Sayang Rakyat formulir DPK Pegawai Negen
Sipll untuk dapat dilakukan penilaian atas Pegawal Negeri Sipil yang
bertugas diunit kerja tersebut paling lambat tanggal 31 desember setiap
tahunnya

b Atasan langsung melakukan penilaian kinerja paling lambat 7 hari kerja
setelah formulir DPK Pegawai Negeri Sipil diterima

¢ Pejahat Penilai melakukan penilaian kineria Peaawal Neger Sinil di
lingkungan unit kerjanya berdasarkan tingkat pencapaian Sasaran
Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

—_—-sm —sm§™e$€$e—e - A
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Tata Cara Penilaian : Penilaian dalam DPK Pegawai Negeri Sipil dinyatakan
denaan sebutan anaka denaan katanorigsasi sabanai barikut : DAFTAR PENILAIAN
KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
UPT RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH

a Penilaian atas SKP dilakukan dengan menghitung tingkat capaian SKP
yang telah ditetapkan untuk setiap pelaksanaan kegiatan tugas |abatan,
yang diukur dengan 4 (empat) aspek yaitu aspek kuantitas, kualitas, dan
wakiu sebagai barikut:

1. Aspek kuanfitas | penghitungannya menggunakan rumus:

i Aspek kualitas penghitungannya menggunakan rumus:

Untuk menilai apakah output berkualitas atau tidak dengan
menggunakan pedomansebagai berikut:

e
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91-100

Hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan
polayanan di alas standar yang ditentukan dan lain-lain.

76-90

Hasil kerja mempunyai 1 (salu) atau 2 (dua) kesalahan kecil
tidak ada kesalahan besar, revisi. dan pelayanan sesual standai
yang telah

ditentukan dan lain-lain

61-75

Hasil kerja mempunyai 3 (tiga) alau 4 {empat) kesalahan kecil, dan
tidak ada kesalahan besar, revisi, dan pelayanan cukup memenuhi
standar yang ditentukan dan fam-lamn.

51-60

Hasil kerja mempunyai 5 (lima} kesalahan kecil dan ada kesalahan
besar, revisi, dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang
ditentukan dan lain-lain.

50ke

Bawah

Hasil kerja mempunyai lebih dari 5 (ima) kesalahan kecil dan ada
kesalahan besar, kurang memuaskan, revisi, pelayanan di bawah
standar yang ditentukan dan lain-lain.

ii. Aspek waktu, penghitungannya dilakukan dengan ketentuan:

1. Jika kegiatan diselesaikan lebih cepal dari jangka
waktu vana ditetapkan  diberikan nilai sangat haik
(100)
2 Jika kegiatan diselesaikan sesual jangka waktu yang
ditetapkan, diberikan nilai baik(20)
3. Dalam hal kegiatan tidak dilakukan maka realisasi
waktu 0 (nol), dan diberikan nilaisangat buruk (0}
4. Jika kegiatan diselesaikan lebih lambat dan jangka
wakhy vang ditetapkan dibarikan nilai cukup hinaga
buruk dengan menggunakan rumus penghitungan:
a Setiap keterlambatan kurang dan 1 bulan dari target,
maka diberi nilai (-5)
b. Setiap keteriambatan 1 bulan dan target. maka diber
nilai (-10)

e ———t
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c. Setitap keterlambatan kelipatan 1 bulan, maka diberi
nilal {-20)

Contoh 1:
Persentase efisiensi waktu lebih cepat dari yang ditargetkan
Seorang Pegawai Neger Sipilbernama Arman, [abatan sebagal
Staff pengelola sarana dan prasarana. Pada awal tahun yang
bersangkutan menyusun SKP dengan atasan langsungnya
sesual dengan penetapan kinerja/RKT tahun 2020 antara lain
melakukan kegiatan menyusun RKEMEO tahun 2020 dengan
target waktu 6 (enam) bulan dengan realisasi waktu 5 (lima)
bulan.
Dalam hal demikian, maka penilaian atas aspek waktu Arman adalah
100

Contoh 2:

Parsentasa efisiansl waktu lebih cepat dan vang ditargatkan
Seorang Pegawal Negeri Sipilbernama Arman, jabatan
sebagai Stafl pengelola sarana dan prasarana. Pada awal
tahun yang bersangkutan menyusun SKP dengan atasan
langsungnya sesual dengan penetapan kinera/RKT tahun
2020 antara lain melakukan kegiatan menyusun RKBMD
tahun 2020 dengan targel waktu 6 (enam) bulan dengan
realisasl waktu & (enam) bulan

Dalam hal demikian, maka penilaian atas aspek waktu Arman
adalah 50

Contoh 3:

Parsantase afisiensi waktu lehih lambat dari yang ditargatkan
Seorang Pegawal Negerl Sipilbemama Arman, abatan
sebagai Staff pengelola sarana dan prasarana. Fada awal
tahun yang bersangkutan menyusun SKF dengan atasan
langsungnya sesuai dengan penetapan kinerja/RKT tahun

e ————— e ———————— e —
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2020 antara lain melakukan kegiatan menyusun RKBMD
tahun 2020 dengan target waktu 6 (anam) bulan dangan
realisasi wakiu 6 (enam) bulan lebih 15 hari.

Dalam hal demikian, maka penilaian atas aspek wakiu

Arman adalah sebagal berikut

= - R

d Penyusunan SKP bagi Pegawai Negeri Sipil yang kegiatannya dilakukan
dengan tim kerja, maka berlaku ketentuan sebagai benkut:

- jika kegiatan yang dilakukan merupakan tugas jabatannya, maka
dimasukkan ke dalam SKP yang bersangkutan; dan
jika kegiatannya bukan menipakan tugas iahatannya maka kinara
yvang bersangkutan dinilai sebagal tugas tambahan

a Hasil penilalan harus disampaikan kepada Pegawai Negerl Sipil yang
bersangkutan dan apabila disetujui maka atasan langsung dan Fegawal
Neger Sipil yang bersangkutan menandatangani formulir DPK FPegawal
Negeri Sipil tersebut untuk selanjutnya disampaikan kepada atasan pejabat
penilai.

I Salaniutnya DPK Pagawal Negen Sipil yang telah ditandatangani Atasan
Pejabat Penilai disampaikan kepada Sub Umum dan Kepegawaian untuk
mendapatkan verifikasi dan penetapan hasil penilaian DPK Pegawai
Negeri Sipil.

g Apabila Pegawai Negen Sipil berkeberatan dengan hasil penilalan atasan
langsung, dapat mengajukan keberatan dengan menyampaikan isi
keberatan pada kolom yang telah disediakan dalam formulir DPFK Pegawai
Negern Sinil

Penilalan DPK Pegawai Negeri Sipilyang mengandung unsur
keberatan dan Pegawai Negeri Sipil harus diketahul cleh Atasan
Pejabat Penilai

.ﬂ
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Atasan Pejabat Penilai melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap
kaheratan yang diajukan oleh Pegawai Negan Sipll dan selanjutnya

hasiinya diserahkan kepada Bagian Sub Umum dan Kepegawaian.

ﬂ
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BAB VI
PENUTUP

Pedoman tentang Manajemen Sumber Daya Manusia ini diharapkan
dapat dipergunakan sebagai panduan dalam mengelola sumber daya
manusia di rumah sakit, dimana dalam proses manajemennya membutuhkan
kerjasama semua pihak dalam lingkup UPT RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah
demi terwujudnya Penyelenggaraan pemerintahan yang efesien dan efektif

Dalam penyusunan pedoman ini masih banyak kekurangannya, namun
demikian diharapkan dapat dipergunakan sebagal acuan dalam Manajemen
Pengelotaan SOM di Rumah Sakit
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